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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya.
Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah
penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,
dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini
mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.,
masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat,
sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”’; dan
“ra”.Dengan-memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai
acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya
tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman
transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang
diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang
pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai

berikut:
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<:b 317 L:t
Gt orr L.z
& Jiz g’
z:) LAl g:8
c:h b sy —:F
¢ :kh w=S |

2. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap (fasydid) ditulis rangkap

Contoh.:

Wxas = muqgaddimah

e K’ d-o 1 =
538300 = al-madmah al-munawwarah

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah __ ditulisa contoh 158
kasrah . ditulis1 contoh ax)
dammah ' ditulisu contoh&:i&

b. Vokal Rangkap
Vocal Rangkap s (fathah dan ya) ditulis “ai”
Contoh : &3 = Zainab <X = kaifa

Vocal Rangkap s (fathah dan waw) ditulis “au”



Contoh : 3 = haula J3#= qaula
4. Vokal Panjang (maddah)
I dan . (fathah) ditulis a contoh: W& = gama
w2 (kasrah) ditulis T contoh: s>y = rahim
5’ (dammah) ditulis @ contoh: &5& =*uliim
5. Ta Marbutah
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/
Contoh : 4258401482 = Makkah al-Mukarramah
w%\f\ o= al-Syar’iyah al-Islamiyyah
Ta marbiitah yang hidup, transliterasinya /t/
8adiyids &alil= g/ ukiimatul- islamiyyah
$ 53 ST L = glesunnatul-mutawdtirah
6. Hamzah.
Huruf Hamzah ( ¢) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di-dahului oleh

tanda apostrof ( ”)

Contoh : J& = man, bukan ‘Tman
PN = jitihad al-uwmmah, bukan ‘ittihad al- ‘ummah

7. Lafzu’ Jalalah
Lafzu’ Jalalah (kata 44 ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa
hamzah.
Contoh : 4l ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah
4 )a ditulis: Jarullah.

8. Kata Sandang “al-“.
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a. Kata sandang “al-* tetap dituis “al-*, baik pada kata yang dimulai dengan
huruf gamariah maupun syamsiah.

contoh: 354l (SGWYi= al-amakin al-mugaddasah

4 sl Azl = al-siyasah al-syar’iyyah

b. Huruf “a” pada kata sandang ““al- tetap ditulis dengan huruf kecil,
meskipun merupakan nama diri.

Contoh: (5253l = al-Mawardi

2 N = al-Azhar

30 yaiall = a]-Manstirah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an ditulis
dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgani adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karim

Singkatan :

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

swt.= subhanahu wa ta’ala

ra. = radiyallahu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’an Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Miladiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit
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ABSTRAK

Nama : Haikal Muhlis

NIM/NIMKO : 171011185/85810417185

Jurusan/Prodi : Syariah/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa

Tanah Menggunakan Saksi Alam (Studi Kasus Desa Lasiai
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
proses tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam serta tinjauan
hukum Islam terhadap tahap mediasi tersebut pada kasus yang terjadi di Desa
Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini penulis
mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu; Pertama, Bagaimana proses mediasi
sengketa tanah menggunakan saksi alam. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap tahap mediasi menggunakan saksi alam tersebut.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan
di atas, penulis \menggunakan jenis penelitian kualitatif (Non-Statistik) yang
terfokus pada- studi data lapangan dan teks dengan- menggunakan metode
pendekatan historis, yuridif normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Kasus
sengketa batas tanah antara pak Jake dan Pak Salehaneng adalah-kasus sengketa
yang diselesaikan secara mediasi menggunakan saksi alam oleh kepada Desa
Lasiai. Setelah dilakukan pendekatan kekelurgaan dan pendekatan persuasif
masing-masing pihak setuju dengan keputusan Kepala Desa bahwasannya batas
tanah dari tanah yang disengketakan adalah pohon cokelat, dengan alasan bahwa
pohon tersebut adalah saksi alam. Kedua, Dari seluruh tahap mediasi sengketa
tanah menggunakan saksi alam ini secara umum tidak ada yang bertentangan
dengan dalil, baik dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. sehingga dalam
syariat Islam hukumnya boleh. Penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan
kepada masyarakat mengenai metode mediasi menggunakan saksi alam yang
digunakan oleh kepala Desa Lasiai dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada
di Desa Lasiai. Lebih daripada itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana
mengenalkan indahnya syariat Islam yang datang memberikan solusi dan
pencerahan dari berbagai masalah kehidupan, khususnya masalah sengketa tanah
yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Keywords: Hukum Islam, mediasi, sengketa tanah, saksi alam.

Xiv



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya di dunia ini adalah makhluk sosial yang
saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di manapun manusia berada tidak
akan mampu hidup sendiri, tapi membutuhkan kerja sama dan interaksi dengan
sesamanya dalam upaya - mempertahankan * hidup dan mengembangkan
kehidupannya. Namun. seringnya melakukan interaksi- di antara mereka tidak
jarang terjadi perselisihan dan berujung pada konflik. -Konflik yang terjadi pun
beragam-baik bentuk perorangan, kelompok, suku, agama, ras bahkan konflik

antara bangsa.

Konflik masyarakat pada negara hukum tidak jarang berlanjut menjadi
sengketaatau perkara di pengadilan. Secara faktual dapat disaksikan konflik yang
meningkat menjadi sengketa di pengadilan telah banyak menimbulkan problem, di
antaranya bertumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung, berkurangnya
kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan di Indonesia, banyak kerusuhan
terjadi- di pengadilan dan telah menelan korban jiwa, baik dari pihak yang

bersengketa maupun pihak pengadilan serta pihak pengamanan. '

Adanya rasa kecewa dan prustasi atas penyelesaian sengketa melalui
pengadilan pada masyarakat akhirnya melahirkan model penyelesaian sengketa di

luar pengadilan. Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron masyarakat tidak

! Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes
Resolution), (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 92.



puas menyelesaikan sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat
pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk: buang-buang waktu (a
waste of time), biaya mahal (very expensive), mempermasalahkan masa lalu dan
bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (enemy), dan

melumpuhkan para pihak (paralyzes people).?

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan  bagi bangsa Indonesia
merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya
penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.
Penyelesaian. sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia
yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar
daerah "yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk
musyawarah. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa

Indonesia dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.°

Pandangan yang sama juga dikemukakan Joni Emerzon, yang menyatakan
bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (Alternative Dispute -Resolution/ADR) secara tidak langsung sudah
berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi,

konsilidasi, dan arbitrase. Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian

2 Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes
Resolution), h. 92.

3 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), h. 213.



sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau

dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.*

Dari beberapa jenis tradisi penyelesaian sengketa di luar pengadilan di
atas, agama Islam jauh telah lama mengembankan upaya perdamaian antara dua
pihak yang bersengketa, bahkan sebelum Muhammad saw. mengemban tugas
sebagai- Rasul. Beliau pernah ditunjuk sebagai penengah dalam perselisihan
internal suku Quraisy. tentang-siapa yang berhak membeli kembali Hajar Aswad
pada posisinya semula. Metode perdamaian yang digunakan dalam Islam 1ni juga

biasa disebut dengan al=sulhju.’

Al-s}ulh{u berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian
perselisithan, penghentian peperangan. Menurut Abu Bakar bin Muhammad Abdul
Mu’min, al-sjulh}u adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang
bertengkar  (berselisih).® Dalam terminologi ilmu fikih al-s}ulh}u memiliki
pengertian akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk

melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.’

Periode Islam di masa sahabat juga merefleksikan adanya sebuah spirit
untuk menghindari dan menyelesaikan konflik dengan cara terbaik dengan

mengedepankan prinsip-prinsip al-s!ulh{u. Pada era pemerintahan Khulalafa> al-

4 Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Yogyakarta:
Kanisius, 2001), h. 7.

3 Ibrahim Bardan, Resolusi Konflik dalam Islam (NAD: Aceh Institute Press, 2008), t.h.

® Abu Bakar bin Muhammad Abdul Mu’min, Kifayah al-Akhyar, (Cet. 1, Damsyiq:
Da>rul Khair, 1431 H/1994 M), h. 260.

7 S{a>lih bin Fauzan, al-Mulakhas al-Figh, (Cet. I, Riyadh: Da>rul ‘A>simah, 1423 H),
Juz 2, h. 104.



Ra>syidi>n, terutama ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah tradisi peradilan
yang berlandaskan al-s}ulh{u dalam penyelesaian sengketa ini semakin
dibudayakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak hanya
diterapkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan
perniagaan saja, tetapi juga sudah merambah dalam pertikaian di bidang sosial

dan politik.®

Ada banyak . contohal-s}ulh}u ‘dalam ~kehidupan = manusia, seperti
perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa rumah tangga. Istri yang
senantiasa_ mendapatkan perlakuan kasar atau tidak menerima hak-haknya sebagai
1stri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, boleh melakukan perdamaian dengan
suaminya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Cara yang ditempuh bisa

melalui khuluk atau dengan mendatangkan juru damai dari masing-masing pihak.

Perdamaian antara ummat Islam dan ahli a/-h{arb (orang-orang kafir yang
memerangi ummat Islam), seperti perjanjian Hudaibiyyah yang dilakukan
Rasulullah saw. dan pengikutnya dengan kafir Quraisy pada tahun ke-6 Hijirah.
Hasilnya adalah terciptanya akad perdamaaian di antara kedua belah pihak baik

bersifat sementara maupun selamanya.

Perdamaian dalam masalah hukuman antara pembunuh dan ahli waris
terbunuh dalam tindak pidana kisas. Perdamaian dalam masalah pembunuhan ini
boleh dilaksanakan, yaitu dengan cara menggugurkan hukuman kisas sama sekali

tanpa ganti rugi dan bisa juga dengan kewajiban membayar diat (ganti rugi).

8 Philip K Hitti, History Of The Arabs (New York: Palgrave Macmillan, 2002), t.h.



Perdamaian antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dan pemberontak
dalam suatu negara. Perdamaian seperti ini biasanya berakhir dengan adanya

konsesi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih paham, bertengkar, atau
berkelahi sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, hal ini sudah

difimankan Allah swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9 sebagai berikut:
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Terjemahnya:

“Danjika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan
orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kejalan
Allah; Jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka
damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.””

Di antara kasus perselisihan atau persengketaan yang sering terjadi di
tengah masyarakat adalah persoalan agraria atau tanah. Menurut data Direktorat
Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan jumlah
sengketa/konflik tanah yang sudah selesai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah
3.179 kasus dan jumlah kasus perkara pertanahan yang sudah diputuskan selesai

oleh pengadilan adalah 3.015 kasus. Dari tipologi tersebut, kasus yang sering

9 Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, h.
517.



muncul adalah Pendaftaran Peralihan Tanah, Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah, Penetapan Batas/Letak Bidang, serta Penguasaan/Pemilikan Tanah Belum

Terdaftar.'”

Banyaknya kasus sengketa tanah tersebut tidak lepas dari besarnya
keinginan manusia untuk memiliki dan mempertahankan hak atas tanah yang
mereka miliki sehingga tidak jarang berujung pada sengketa. Betapa pentingnya
persoalan agraria dalam Islam, sehingga ‘Rasulullah.saw. sangat tegas dalam
menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap

tanah orang lain dengan cara yang bathil:
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Artinya;
“Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan
dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa’i>d bin Zaid setelah
mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti
Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu
menjabat khalifah Dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti

Uways, Sa’i>d bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya

19 https://www.atrbpn.go.id/, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 00.23 WITA.

' Abu> al-Husain Muslim ibn H{aja>j al-Qusyairi>, S{a>h{ih{ Muslim, Juz 3 (Kairo:
Da>r Ih{ya> al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1431 H), h. 1230.



direnggut, “Semoga Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya”,

yang kemudian terkabul: Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal.'?

Hadis tersebut dan latar belakang periwayatan yang mengikutinya
kemudian menunjukkan bahwa sedari awal misi dakwah Islam telah menyentuh
dimensi materil dari kehidupan sosial itu sendiri, prasyarat-prasyarat bagi
kehidupan berupa tanah dimana manusia hidup, dengan berbagai persoalannya.
Dengan kata lain, Islam telah-berhadapan secara materialis dengan fakta bahwa
prasyarat kehidupan itu dapat berlangsung dengan tidak adil dan sarat konflik, dan
Islam mau tak mau dituntut menjawab persoalan itu demi menegakkan suatu

tatanan sosial yang lain di mana keadilan terwujud dan dimungkinkan.'?

Penyelesaian sengketa tanah melalui penyelesain sengketa di luar
pengadilan - merupakan metode yang — sangat berperan dalam menyelesaikan
masalah. pertanahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di
antaranya kasus penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan dengan metode
mediasi di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi

Sulawesi Selatan.

Salah satu tokoh yang dipercaya masyarakat Desa Lasiai sebagai mediator
dalam menyelesaikan sengketa pertanahan adalah bapak Abib al-Mu’min

Mappasara, S.E. yang juga menjabat sebagai kepala Desa Lasiai. Tidak sedikit

12 Gita Anggriani, Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria, (Yogyakarta: STPN Press, 2016) h. 11.

13 Gita Anggriani, Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria, h. 11.



permasalahan sengketa tanah di tengah-tengah masyarakat berhasil beliau

selesaikan dengan metode mediasi.

Sudah ada tujuh kasus sengketa tanah di Desa Lasiai yang berhasil pak
Abib selesaikan dengan metode mediasi terhitung sejak pak Abib menjabat
sebagai kepala Desa dari tahun 2015 sampai 2021. Kasus-kasus tersebut beliau
selesaikan cukup dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dan pendekatan
persuasif. Satu di antara tujuh kasus tersebut -menggunakan tahap mediasi
menggunakann saksi alam, yaitu kasus sengketa batas tanah antara pak Jake dan

pak Salehaneng.'

Saski alam adalah sebuah istilah atau model penyelesaian sengeta yang
tidak dikenal kecuali sebagian daerah di Indonesia di antaranya di Desa Lasiai
Kecamatan- Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Saksi alam yang
dimaksud seperti pepohonan yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun
atau batu gunung yang sudah disusun dengan baik dan teratur oleh nenek

moyang."

Saksi alam digunakan sebagai tahap klimaks atau jalan terakhir dalam
sebuah penyelesaian sengketa tanah ketika kedua belah pihak yang bersengketa
tidak menemukan titik terang, biasanya disebabkan karena tidak adanya bukti
hitam di atas putih, atau tidak adanya kejelasan batas tanah di surat administrasi

sehingga terjadilah perselisihan atau sengketa batas tanah dua belah pihak.

4" Abib al-Mu’min Mappasara (40 tahun), Kepala Desa Lasiai, Wawancara, Sinjai, 18
Mei 2021.

15 Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 25 Mei 2021.



Berangkat dari penjelasan di atas, penulis tertarik dan memandang
perlunya diteliti lebih lanjut mengenai penggunaan saksi alam dalam tahap
mediasi sengketa tanah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus
tersebut dalam bentuk sebuah penelitian ilmiah (skripsi) dengan judul: “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi

Alam (Studi Kasus Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dari latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih jelas dan terarahnya
analisa hasil penelitian ini akan difokuskan pada masalah-masalah berikut ini:
1. Fokus Penelitian

a. Hukuom Islam

Hukum Islam biasa juga dikenal dengan istilah syariat dan' fikih. Syariat
secara bahasa memiliki dua makna: Pertama, ia berarti “masyra’atul maa”, atau
tempat penampungan air di mana manusia mengambil air dan minum darinya.'®
Kedua bermakna “al-Thari>qah al-Mustaqgi>mah” atau jalan yang lurus dan
benar. Sehingga syariat dikatakan seperti jalan yang lurus karena keteguhan dan
kelurusan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Demikian pula, karena ia
menyerupai penampungan yang merupakan gizi bagi roh serta jalan untuk
menghidupkan jiwa, sebagaimana penampungan air merupakan sarana untuk

menghidupkan jasad dan raga.!”

16 Abu al-Fadl Muhammad bin Mandzur, Lisa>n al- ‘Arab, (Cet. I, Beirut: Da>r al-Shadir,
t.th), Vol. VIII, h. 175.

17 Abdul “Adzim Syarafuddin, Tarikh al-Tasyri’ al-Isla>mi, (Cet. III, al-Gharbi, 1985), h.
23.
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Secara terminologi syariat adalah kitabullah dan sunah Rasulullah saw.
serta apa yang diamalkan oleh generasi salaf dari kalangan sahabat, tabiin, dan
tabi’ut tabiin, dalam perkara akidah, muamalah, ibadah, perbuatan-perbuatan,
politik, hukum,pengaturan jabatan pemerintahan serta pemberian-pemberian.
Dapat pula dikatakan bahwa syariat adalah segala apa yang disyariatkan oleh
Allah swt. melalui lisan Nabi saw., berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah,
aturan hidup, serta pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan
antar sesama mereka dan realisasai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di
akhirat.'®

Adapun Pengertian fikih atau figh secara bahasa bermakna al-fahmu atau
pemahaman.’® Sedangkan secara istilah menurut mayoritas fukaha fikih adalah
ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah yang sifatnya amaliyah bersumber dari
dalil-dalil térperinci.?

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau
penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan.?!

Selain mediasi, ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang juga

perlu penulis jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman, di antaranya:

8 Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum Internasional dan Hukum Islam
Tentang Sengketa dan dan Perdamaian, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 53.

9 Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Mugri al-Fayyumi, al-Misbah al-Munir Min
Ghori>b al-Syarh al-Kabir, (Cet. 1, Kairo: al-Mathba’ah al-Amiriyah, 1912), Vol. II, h. 479.

20 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Ushul al-figh, (Cet. IV, Riyadh, Jami’ah al-Imam
Muhammad bin Su’ud al-Islamiyah, 1418 H), h. 11.

2 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru (Gitamedia Press: t.t,
t.th), h. 522.
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Negosiasi, adalah berkomunikasi dengan keinginan untuk mengubah posisi
para pihak dengan mengadakan pertemuan/diskusi yang berakhir dengan
tercapainya perdamaian. Kaitan antara negosiasi dan mediasi adalah bahwa
mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga.
Mediatorlah yang akan melaksanakan negosiasi.?

Arbitrase, adalah penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan
penyelesainnya kepada pihak ketiga yang  mempunyai wewenang untuk
memutuskan.*\ Berbeda dengan mediasi, pihak ketiga tidak berwenang untuk
memutuskan, tapi hanya sebagai pemberi nasihat atau saran.

Konsiliast, adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih
untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.”*

Jadi, Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak

ketiga yang-tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa

membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.

c. Sengketa Tanah

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcokan yang terjadi

antara pihak yang satu dengan pihak lainya dan atau antara pihak yang satu

dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu

22 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,

(Jakarta: Kencana, 2019), h. 111.

23 Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes

Resolution), h. 106.

24 Konsiliasi (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses

melalui http://kbbi.web.id/konsiliasi, 15 Mei 2021.
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berupa uang maupun benda.?> Sedangkan tanah adalah lapisan lepas permukaan
bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut
tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan.?®

Jadi sengketa tanah adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcokan
yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya atau antara pihak
yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan tanah.

d. Saksi Alam

Istilah saksi-alam belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, hanya
sebagian daerah (yang menerapkan istilah  ini. Salah satu < daerah yang
menggunakan- istilah saksi alam adalah Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai. Saksi alam ini digunakan oleh kepala Desa lLasiai sebagai
penentu batas tanah yang disengketakan oleh masyarakat pada proses mediasi.
Saksi alam terdiri dari dua kata, yaitu saksi dan alam. Menurut KBBI saksi adalah
keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau
mengetahui.”’” Sedangkan alam adalah segala yang ada di langit dan di bumi
(seperti bumi, bintang, kekuatan).”®

Adapun pengertian secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh bapak

Lukman bahwasannya saksi alam adalah pepohonan yang sudah berumur puluhan

25 Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia (Mataram: Pustaka
Reka Cipta, 2012), h. 221.

26 Y.W Sunindhia, dan Ninik Widiyanti, Pembaharuan Hukum Agraria (Bina Aksara:
Jakarta, 1988), h. 8.

27 Saksi (Def. 4) ( n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses
melalui http://kbbi.web.id/saksi, 14 Agustus 2021.

28 Alam (Def. 1) ( n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses
melalui http://kbbi.web.id/alam, 14 Agustus 2021.
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bahkan ratusan tahun atau batu gunung yang sudah disusun dengan rapi dan
permanen oleh nenek moyang.”
2. Deskripsi Fokus
a. Hukum Islam
Adapaun fokus pembahasan hukum Islam pada penelitian ini adalah
defenisi hukum Islam, pembagian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam dan
hukum Islam di Indonesia.
b. Mediasi
Fokus pembahasan mediasi adalah pengertian mediasi, keuntungan dan
kekurangan dalam proses mediasi, peran dan fungsi mediator, teknik negosiasi
dalam proses mediasi, serta tahap-tahap mediasi.
¢. Sengketa Tanah
Fokus pembahasan mengenai sengketa tanah adalah pengertian sengketa
secara umum, pengertian sengketa tanah secara khusus serta proscs penyelesaian
sengketa pertanahan baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.
d. Saksi Alam
Fokus pembahasan pada masalah ini penulis hanya membahas masalah
saksi secara umum Kkarena tidak ditemukannya referensi mengenai saksi alam
secara khusus. Fokus pembahasannya ada dua yaitu saksi dalam hukum Islam dan
saksi menurut hukum positif. Saksi dalam hukum Islam membahas pengertian

saksi, dasar hukum pidana Islam tentang kesaksian, dan syarat diterimanya

29 Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 15 Maret 2021.
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kesaksian. Sedangkan saksi dalam hukum positif membahas pengertian saksi,
syarat kesaksian, dan hak-hak saksi.
C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian adalah
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi sengketa tanah
menggunakan saksi alam yang kemudian penulis membagi fokus pembahasan
menjadi dua rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana proses imediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam di
Desa Lasiai-Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten-Sinjai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi sengketa tanah
menggunakan saksi alam di Desa Lasiai Kecamatan -Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai?
D. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat bahwasannya penelitian ini adalah. penelitian asli,
maka perlu mencantumkan beberapa sumber tulisan sebagai bahan pertimbangan
yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ni dengan penelitian
sebelumnya. Antara lain sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

a. Buku yang ditulis oleh Rapung Samuddin dengan judul “Al-Waji>z fi> Fighi
al-Qad{a>.” Buku ini mengulas tentang pentingnya peradilan dalam Islam,
sejarah peradilan dalam Islam, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang

hakim, bagaimana metode penetapan hukum oleh seorang hakim dan lain-
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lain.*® Buku ini cocok dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian karena
memuat memuat syarat-syarat yang harus dimiliki seorang hakim dalam Islam
sebagai perbandingan terhadap syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang
mediator (hakim pendamai).

b. Buku yang ditulis oleh Gita Anggraini dengan judul “Islam dan Agraria,
Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak
Ketidakadilan Agraria”. ‘Buku ini mengkaji- pengetahuan mengenai sejarah
masa lampau yang memotret perjuangan Rasulullah saw, Khulafaurasyidin,
Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, serta ulama dan-umat Islam di Indonesia
untuk mewujudkan keadilan di bidang agraria. Buku ini-menjadi penting
karena merupakan bagian dari upaya dalam menciptakan keadilan di bidang
agraria dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian agraria lebih
lanjut.>!

c. Buku yang ditulis oleh Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin dengan judul
“Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan dan
Perdamaian”. Buku ini membahas tentang agama Islam sebagai agama
universal dan dinamis, sejak awal risalahnya telah banyak menyinggung
masalah sengketa, perang, perdamaian, bahkan sikap terhadap tawanan perang
dengan begitu paripurna. Selain itu, menawarkan berbagai konsep yang
mengungguli konsep hubungan antarnegara yang dikenal umat manusia

sebelumnya. Syariat Islam telah membahas semua hal tersebut jauh sebelum

30 Rapung Samuddin, AI-Waji>z fi> Fighi Al-Qod{o> (Makassar: Al-Juna>n li Al-
T}ibei” wa Al-Tauzi’, t.th.) h. 5.

31 Gita Anggriani, Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria, h. 12.
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bangsa-bangsa Eropa tersentuh peradaban. Masalah penyelesaian sengketa,
adab-adab perang, hingga tata berdiplomasi telah nampak bersama semburat
cahaya Islam sekitar abad VII Masehi. Sementara pada hukum Internasional,
konfigurasi dan aturannya baru tampak pada abad XVII Masehi.*

d. Buku yang ditulis oleh Susanti Adi Nugroho dengan judul “Manfaat Mediasi
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Buku ini mengupas tuntas
penjelasan tentang mediasi dan manfaatnya. Di samping uraian mengenai
prinsip-prinsip mediasi,  proses mediasi, fungsi dan peran mediator, dalam
tulisan ini* juga  diuraikan bagaimana teknik-teknik bernegosiasi, dan
menghadapi “para pihak yang bersengketa untuk keberhasilan mencapai
perdamaian yang dikehendaki para pihak.*’

e. Buku yang ditulis oleh Iman Jauhari dengan judul “Penyelesaian Sengketa di
Luar -Pengadilan Menurut’ Hukum  Islam”. Dalam buku® ini dijelaskan
bahwasannya perintah melakukan al-s{ulh{u sudah ditetapkan oleh syariat,
demikian juga dengan tahkim. Kedua cara ini sudah dikenal di kalangan
bangsa Arab melalui masa pra Islam. Pada waktu itu meskipun belum terdapat
sistem peradilan yang terorganisir, sctiap ada persengkataan mengenai hak
seseorang sering kali diselesaikan melalui wasit (juru damai) yang ditunjuk
oleh orang yang bersangkutan. Lembaga ini terus dikembangkan sebagai

alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku

32 Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum Internasional dan Hukum Islam
Tentang Sengketa dan dan Perdamaian, h. 3.

33 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,
(Jakarta: Kencana, 2019), h. 6.
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ada masa pra Islam. Tujuan dari dua penyelesaian sengketa ini adalah agar
tidak terjadi putusnya silaturahmi di antara mereka yang bersengketa.**
2. Penelitian Terdahulu

a. Jurnal Diskursus Islam yang ditulis oleh Wirhanuddin dengan judul “Mediasi
Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Makassar”, pada Agustus 2013. Dalam penelitian ini, Wirhanuddin
mengungkap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai di
Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hambatan
yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta pandangan hukum Islam terhadap
penerapan mediasi di Pengadilan Agama.*

b. Skripsi yang ditulis oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penyelesaian Sengketa
Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukoharjo).” Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai tata cara atau
prosedur dan model mediast penyelesaian sengketa tanah di Kantor
Pertanahan, yaitu dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan

pendekatan persuasif yang berdasarkan pada prinsip keadilan.*®

3 Iman Jauhari, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam,
(Yogyakarta: Deepublish. 2017), h. 62.

35 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Makassar, Gorontalo: Jurnal Diskursus Islam Vol. 1 No. 2 (2013), h. 231-232

36 Sylvia Rouse Haloho,Skripsi: “‘Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur
Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret,
2008), h. 12.
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c. Skripsi yang ditulis oleh Sylvia Rouse Haloho, Mahasiswa Universitas
Sumatera Utara dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui
Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)” tahun 2018.
Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yaitu peranan Kantor
Pertanahan Kota Medan dalam menyelesaiakan sengketa tanah melalui jalur
mediasi, prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di
Kantor Pertanahan Kota Medan dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi

dan hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan.?’

Dari-beberapa penelitian di atas, penulis beranggapan bahwa penelitian
yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mempunyai_ perbedaan, yaitu:
tujuan, ‘objek penclitian dan implikasi yang berbeda dengan penelitian yang
terdahulu. Sebab fokus penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini lebih
menkerucut pada tahap mediasi sengketa tanah mengunakan saksi alam di Desa
Lasiai Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai dan tinjauan hukum Islam pada
kasus tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas,

maka penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

37 Sylvia Rouse Haloho, Skripsi: “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur
Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)” (Medan: Universitas Sumatera Utara,
2018), h. 6.
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a. Untuk mengetahui proses tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi
alam di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi sengketa
tanah menggunakan saksi alam di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan
teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya pengembangan khazanah pengetahuan Islamiyah
serta menambah wawasan penulis secara khusus dan pembaca secara umum
berkaitan dengan masalah mediasi pada sengketa tanah dan tinjauan hukum Islam
terhadap kasus tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan < dapat memberikan wawasan atau
pengetahuan kepada masyarakat berkenaan dengan konsep penyelesaian sengketa
tanah terkhusus pada metode-metode mediasi serta sebagai pedoman kepada para

dua’t untuk menjelaskan tata cara penyelesain sengketa tanah yang berlaku di

Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BABII
TINJAUAN TEORETIS
A. Hukum Islam
1. Definisi Hukum Islam

Kajian tentang hukum Islam atau al-hukmu al-syar'i, tidak keluar dari
penjabaran seputar persoalan-persoalan dalam syariat, yang berkaitan dengan
masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan. sebagainya. Aturan-aturan ini
dikodifikasikan sedemikian apik oleh para sarjana: hukum Islam yang kemudian
lebih dikenal dengan istilah fikih. Salah satu definisi fikih yang dikemukakan para
fukaha adalah pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban
sebagai_hamba Allah. Definisi ini umum dan mencakup hukum-hukum i'tigad
seperti iman kepada Allah, amalan hati (akhlak) seperti kewajiban bersikap jujur,
serta hukum-hukum amaliyah yang terkait dengan ibadah dan muamalah seperti

kewajiban puasa dan kebolehan jual beli.3®

Selanjutnya, oleh sebagian ulama istilah fikih tersebut dipecah menjadi
dua kategori, yakni untuk permasalahan-permasalahan akidah dan keyakinan,
dinamakan sebagai al-figh al-akbar atau fikih besar; sedangkan isu-isu ibadah dan
muamalah, khususnya cabang-cabang hukum yang tegak di atas fondasi

ijtiha>di,® dikategorikan sebagai al-figh al-as}gar atau fikih kecil.

38 ‘ Abdul Kari>m Zaidan, al-Madkhal li> Dira>sah al-Syari’ah al-Islamiyah,
(Iskandariyah: Da>r Umar bin al-Khatthab, 2001), h. 62.

39 Maksudnya hukum-hukum seputar firruiya>t (cabang-cabang) ibadah dan muamalah
yang dihasilkan dari hasil istimbath (proses penjabaran hukum) para ulama Islam melalui nas-nas
yang berasal dari Al-Qur’an dan al-Sunnah.

20
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Karena itu, pemaparan makna kedua istilah ini, yakni definisi yang
berkaitan dengan kata “hukum” dan " fikih " dipandang urgen. Sebab, di antara
keduanya terdapat korelasi yang erat dan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam

hal penyelesaian sengketa dan perdamaian.

a. Definisi Hukum Syar'i

Secara bahasa, al-hukmu berarti al-man’u atau mencegah,*® bentuk
pluralnya adalah al-ahka>m. Dikatakan -mencegah, sebab hukum itu dapat
mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak “diharapkan. Jika dikatakan,
hakamtu, ahkamtu, dan hakkamtu ia berarti mana’tu dan radadtu, yakni saya
mencegah -atau saya menolak. Makanya, dinamakan ‘hakim” sebab tugasnya
adalah mencegah (membuat keputusan hukum) bagi kezaliman yang terjadi di
antara manusia.*!

Makna syar’i, merupakan nisbat dari kata al-syari’at,.yang dalam bahasa
Arab digunakan untuk dua makna. Pertama, ia berarti “masyra atul ma>", atau
tempat penampungan air dimana manusia mengambil air dan minum darinya.
Kedua bermakna “al-Thari>qah al-Mustagi>mah” atau jalan yang lurus dan
benar. Untuk makna pertama, seperti disebutkan dalam perkataan Arab, “syara’at
al-ibil”, artinya unta itu menuju sumber (penampungan) air. Adapun untuk makna

kedua, seperti dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ja>siyah/45:18

40 Ahmal bin Muhammad bin Ali al Mugqri al-Fayyumi, al-Mishbah al-Munir Min
Ghari>b al-Syarh al-Kabir, (Cet. 1, Kairo: al-Mathba’ah al-Amiriyah, 1912 M), Vol. I, h. 176 (al-
Maktabah al-Sya>milah, 3.13).

41 Abu al-Fadl Muhammad bin Mandzur (w. 711 H), Lisa>n al-‘Arab. (Cet 1, Beirut:
Da>r al-Shadir, t.th), Vol XII. h. 120 (al Maktabah al-Sya>milah, 1.13).



22
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Terjemahnya:
“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu.”*?
Hukum Islam disebut sebagai syariat karena keteguhan dan kelurusan
hukum-hukumnya seperti jalan yang lurus. Demikian pula, karena ia menyerupai
penampungan air yang merupakan gizi bagi roh serta jalan untuk menghidupkan

jiwa, sebagaimana penampungan air merupakan sarana untuk menghidupkan

jasad dan raga.*”

Sementara itu, arti secara terminologi, syariat adalah kitabullah dan sunah
Rasulullah”saw., serta apa yang diamalkan oleh generasi salaf dari kalangan
sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dalam perkara akidah, muamalah, ibadah,
perbuatan-perbuatan, politik, hukum, pengaturan jabatan pemerintahan, serta
pemberian-pemberian. Dapat pula dikatakan bahwa syariat adalah segala apa yang
disyariatkan oleh Allah swt. melalui lisan Nabi Muhammad saw., berupa akidah,
ibadah, akhlak, muamalah, aturan hidup, serta pengaturan hubungan manusia
dengan Tuhannya, hubungan antara sesama mereka dan realisasi kebahagiaan

hidup manusia di dunia dan akhirat.**

‘Abdul ‘Kari>m Zaidan menyatakan, syariat adalah segala yang

disyariatkan Allah swt. atas hamba-hamba-Nya berupa agama, yakni hukum-

42 Departemen Agama RI, Alhidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, h.
500.

43 Abdul ‘Adzim Syarafuddin, Tarikh al-Tasyri’ al-Isla>mi, (Cet. III, al-Gharbi, 1985 M),
h. 23.

4 Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum Internasional dan Hukum Islam
Tentang Sengketa dan dan Perdamaian, h. 53.
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hukum yang beragam jenisnya. Syariat, agama (di>n), dan aturan (millah)
merupakan satu sinonim, yakni segala yang diperintahkan oleh Allah swt. atas
hamba-hambanya berupa hukum-hukum. Disebut sebagai syariat jika dilihat dari
sudut peletakan, penjelasan, serta kelurusannya. Dinamakan sebagai di>n (agama)
karena ketundukan padanya dan ibadah kepada Allah (tegak) karenanya.

Dinamakan sebagai millah karena pengaturannya terhadap kehidupan manusia.*’

Adapun definisi’ hukum  syariat ((Hukum. Islam) menurut kalangan
ushuliyyu>n (pakar wshul figh), ia berarti khit}a>b* dari Allah swt. yang
berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf,*” berupa igtid{a>*® takhyi>r*

dan wadu.”°

45 < Abdul Kari>m Zaidan, al-Madkhal Ii Dira>sah al-Syari’ah al-Isla>miyah, h. 40.

46 Khitla>b bermakna anjuran atau perkataan langsung dari Allah swt. yakni al-Qur'an
atau perkataan tidak secara langsung (melalui perantara) yakni sumber-sumber hukum syari'at
yang lain, seperti al-Sunnah, /jma’, dan Qiya>s, yang semuanya merupakan khit{a>b dari Allah
swt. akan tetapi tidak secara langsung. Lihat: Mahmud Hamid Utsman, al-Qamu>s al-Mubi>n fi
Ishtilaha>t al-Ushuliyyi>n, (Cet. I. Da>r al-Muza>him, t.thn), h. 140.

47 Mukallaf artinya seorang yang akil balig dan telah sampai padanya seruan dakwah serta
tidak ada yang menghalangi dirinya dari keterkaitan terhadap k#it{a>b dari Allah swt. seperti lupa
atau karena ada paksaan.

8 Jqtid{a> artinya tlalab, yang berarti perintah atau tuntutan yang sifatnya mutlak, baik
tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkannya, di mana tuntutan
tersebut bisa dalam bentuk pengharusan (ja>zim) atau tidak.

4 Takhyi>r atau pilihan artinya sama saja antara mengerjakan sesuatu dan

meninggalkannya atau yang biasa disebut mubah, di mana hamba diberi pilihan antara
mengerjakan dan meninggalkan.

0 Wad'u artinya penetapan dari Allah swt. pada sesuatu sebagai “sebab” bagi sesuatu
yang lain, atau “syarat” baginya atau menjadi “penghalang”.
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Sementara itu, makna hukum syariat menurut kalangan fukaha, ialah
ungkapan tentang pengaruh (lahirnya sebuah hukum) atas khit{a>b dari Allah
swt. (bagi mukallaf).>*

b. Definisi Fikih

Pengertian fikih atau figh secara bahasa, bermakna al-fahmu atau
pemahaman. Jika dikatakan “faqihtu al-hadits”, maknanya fahimtuhu, yakni aku
memahami pembicaraan. Pemahaman di sini ‘terarah pada pemahaman yang
bersifat detail sertapemahaman secara umum. Dikatakan pula “fafagqaha al-
rajulu tafaqquhan’’; yakni orang itu mempelajari dan memahami ilmu fikih.>

Adapun fikih menurut terminologi para sarjana hukum Islam, maka
terdapat padanya beragam definisi, di antaranya:

1) “Pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban atas-
Nya.”*3 Wahbah al-Zuhaili mengomentari bahwasannya definisi ini umum
mencakup hukum-hukum i'tigad seperti kewajiban.. beriman dan
selainnya, wujdaniyya>t seperti akhlak, tashawwuf, dan amaliyyah seperti
salat, puasa, jual beli, dan sclainnya. Inilah yang disebut dengan istilah al-

figh al-akbar (fikih besar), di mana keumuman definisi ini sejalan dengan

51 Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum Internasional dan Hukum Islam
Tentang Sengketa dan dan Perdamaian, h. 54.

2. Ahmal bin Muhammad bin Ali al Mugqri al-Fayyumi, al-Mishbah al-Munir Min
Ghari>b al-Syarh al-Kabi>r,), Vol. 11, h. 479

53 Ubaidillah bin Mas’ud al-Mahbu>bi al-Bukha>ri al-Hana>fi, Syarh al-Talwih ‘ala> al-
Taudhih li Matni al-Tankih fi> Ushul al-Figh, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1996
M) h. 16.
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zaman Imam Abu Hanifah (w. 150 H) yang saat itu fikih belum berdiri
sendiri sebagai salah satu cabang ilmu agama.>*\

2) “Ilmu tentang perbuatan-perbuatan hamba (mukallaf) yang sifatnya
syar’iyvah (berdasarkan nas) dan bukan agliyyah (berdasarkan akal),
berupa hukum haram, halal, makruh, dan mubah”.>

3) “Ilmu tentang hukum-hukum syariyyah yang sifatnya amaliyyah
bersumber dari dalil-dalil terperinci”.>¢ Definisi inilah yang merupakan
pegangan mayoritas fukaha karena mencakup segala definisi yang telah
diketengahkan sebelumnya.

c. Perbedaan Syariat dan Fikih

Dari paparan definisi kedua istilah di atas, maka tampak bahwa syariat
atau syari'at memiliki perbedaan dengan fikih atau figh. Syariat merupakan nas-
nas Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, juga hadis-hadis nabawi yang
merupakan penjelasan bagi ayat-ayat Al-Qur'an dan termasuk bagian dari wahyu
Allah swt. Segala yang bersumber dari Nabi saw. pada hakikatnya bukan berasal
dari diri pribadi beliau, akan tetapi wahyu yang turun dari sisi Allah swt.. Adapun
fikih, ia adalah sesuatu yang dipahami oleh para fukaha dari nas-nas syariat
tersebut, yang mereka keluarkan dari nas-nas berupa hukum-hukum syarak.

Termasuk dalam hal ini, sesuatu yang mereka tetapkan (sebagai ketentuan

% Wahbah al-Zuhaili, al-Fighu al-Isla>mi> wa Adillatuhu, (Cet. 11, Damaskus: Da>r al-
Fikr, 14051 H/1985M), Vol. I, h. 15-16.

35 Abdullah bin Abdul ‘Azi>z al-Anqari, Hasyiyah al- ‘Angari Ma’a al Raudh al-Murbi’,
(Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1403 H/1983 M), Vol. I, h. 10-11.

36 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Ushul al-Figh, (Cet, IV, Riyadh: Jami>’ah al-
Ima>m Muhammad bin Su’ud al-Isla>miyyah, 1418 H), h. 11.
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hukum), juga yang mereka jadikan sebagai kaidah-kaidah berdasarkan pada

penunjukan nas-nas tersebut.*’

2. Pembagian Hukum Islam
Sejalan dengan perkembangan metode pengkajian hukum Islam maka para
ulama membagi hukum-hukum syariat menjadi tujuh bagian:>®

a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, seperti salat,
puasa, dan sebagainya yang kemudian dinamakan. al- ‘ibada>t.

b.  Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata aturan keluarga, nikah, talak,
pembagian<warisan, dan sebagainya yang disebut dengan al-ahwa>l al-
syakhsiyyah.

c. Hukum-hukum vyang terkait dengan aktivitas manusia -dalam mencari
penghidupan, hubungan antara seseorang dan lainnya dalam perkara harta dan
akad yang disebut dengan a/-mu amala>t.

d. Pemerintahan yang menurut istilah para ulama al-ahka>m al-sult}aniyah atau
dengan sebutan lainnya al-siya>sah al-syar iyyah.

e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran
syariat yang disebut dengan a/- ‘ug>uba>t.

f. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan hubungan internasional
yang mencakup aturan-aturan mengenai perang dan damai, yang disebut

dengan al-siyar, bentuk plural dari kata al-si>rah.

37 Mushtafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Figh al-‘4>m, (Cet. I, Damaskus: Da>r al-
Qalam, 1415 H/1998 M). Vol. I, h. 153.

8 Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum Internasional dan Hukum Islam
Tentang Sengketa dan dan Perdamaian, h. 3.
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g. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perangai terpuji atau tercela
yang dinamakan al- ‘ada>b.
3. Hukum Islam di Indonesia
Eksistensi hukum Islam di Indonesia menarik untuk disimak, selain negeri
ini memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia juga memiliki karakteristik
kelslaman yang berbeda dengan komunitas muslim lainnya. Indonesia sebagai
negara modern baru berdiri setengah abad yang lalu. Sebelum penjajahan Belanda
di Indonesia belum. terdapat’ hukum Nasional.: Tetapi sebelumnya terdapat
berbagai kerajaan besar dan kecil yang diwarnai berbagai pandangan budaya dan

agama serta mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam sebenarnya telah mempunyai
tempat. tersendiri bagi masyarakat Nusantara. Terbukti dengan beberapa fakta.
Misalnya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah salah satu ahli agama
dan ahli hukum Islam yang terkenal pada Abad ke-14 Masehi. Melalui kerajaan
ini_hukum Islam Mazhab Syafi’i disebarkan ke kerajaan-kerajaan lain seluruh
wilayah kepulauan Nusantara. Bahkan ahli hukum dari kerajaan Malaka sering
datang ke Samudra Pasai untuk mencari permasalahan hukum Islam yang terjadi

di kerajaan Malaka.>’

Makna hukum dalam pengertian = sehari-hari di Indonesia, masih
dihubungkan dengan ketetapan hukum Islam. Sering dipertanyakan tentang

bagaimana mengawini wanita yang dalam masa iddah (cerai); hukum jual beli

3 Andi Sunarto, Hukum Islam di Indonesia, (t.Cet; Makassar: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. 2011).
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berdasarkan riba atau bunga bank, dan seterusnya. Dengan menyebut hukum
dalam contoh-contoh seperti di atas sebenarnya yang dimaksud adalah ajaran

Islam berupa hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum syariah adalah suatu hukum yang esensial dalam Islam yang
mengendalikan sikap hidup penganutnya. Bila seseorang masuk Islam, maka
secara otomatis ia mengakui hukum Islam, dan wajib untuk melaksanakannya
dalam kehidupan sehari-hari.-Penelitian mengenat-hukum Islam di Indonesia
belum banyak ‘menyikapi bentuk-bentuk penerapan hukum Islam melalui
kerajaan-kerajaan ~yang pernah berdiri di Nusantara ~sebelum kedatangan
penjajahan Belanda, tetapi gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa raja Islam
misalnya Adipati, Ing Alogo, Saayadin, dan Padotongomo, dapat dipastikan

bahwa peranan hukum Islam cukup besar dalam kerajaan-kerajaan tersebut.

Oleh Karena itu agama adalah suatu yang menentukan dalam sejarah
masyarakat Indonesia dan karena itu Ketuhanan yang Maha Esa dicantumkan oleh
para pendiri Republik Indonesia sebagai sila pertama falsafah Negara, dan ini
menunjukkan di samping adat istiadat, juga dipengaruhi oleh pandangan hidup
dan agama bangsa Indonesia yang memainkan peranan dalam membentuk

pemahaman dan pencitraan hukum bangsa Indonesia panjang sejarah.®

Menurut pakar hukum Prof. Yusril Thza Mahendra, secara sosiologis dan

historis, hukum Islam tetap mempengaruhi para pemeluknya dari dulu sampai

% Andi Sunarto, Hukum Islam di Indonesia, (t.Cet, Makassar: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin. 2011).
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sekarang. Hukum Islam adalah the living law. Sejak kedatangan Islam pengaruh

hukum Islam itu cukup besar kepada masyarakat suku di Nusantara.!

Di tingkat yang paling awal, pengaruh hukum Islam itu terletak di bidang
peribadatan dan hukum kekeluargaan. Ketika terbentuk kerajaan-kerajaan Islam
Nusantara, pengaruh hukum Islam makin besar karena dijadikan sebagai rujukan
utama pembentukan hukum. Pengaruh itu terasa dibidang hukum tatanegara,
hukum pidana, perdata dan publik lainya. Transformasi syariah ke dalam hukum
kerajaan-kerajaan Nusantara dilakukan melalui kitab-kitab fikih yang dijadikan

pegangan oleh para ulama.

Tugas negara dalam merumuskan kaidah hukum adalah mengangkat
kesadaran-hukum yang hidup di kalangan rakyatnya sendiri-menjadi hukum
positif. Dengan demikian, negara tidak melawan kesadaran hukum rakyatnya
sendiri, apalagi negara itu menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi.®
B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak
ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa
membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda

dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang

1 https://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-

hukum-nasional-indonesia/ (diakses pada tanggal 15 Agustus 2021).

2 https://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-
hukum-nasional-indonesia/ (diakses pada tanggal 15 Agustus 2021).
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untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk
menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.®®

Mediasi dapat diartikan, bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan
pihak ketiga untuk terlibat ke dalam sengketa dan membantu para pihak untuk
mencapai penyelesaian. Hal ini tidak berarti bahwa para pihak selalu berkehendak
untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak

ketiga.®

Selain itu,” mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator

(Pasal 1 ayat (6) PerMA 2/2003).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses
pengikutsertaan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian suatu perselisihan
melalui penasihat.®

Mediasi mempunyai arti menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang
bersengketa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:

a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan atas

kesukarelaan melalui suatu perundingan.

%3 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,) h.
22.

%4 Indonesian Institute for Conflict Transformation, Pelatihan Mediator, (Jakarta: IICT,
2006) h. 60.

% Tim KBBI. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.
726
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b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk
mencari penyelesaian.

c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.

d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama
perundingan berlangsung.

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang

dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa:*°

Mediasi sebagai suatu alat penyelesaian sengketa, dewasa int lebih
dipandang sebagai suatu alternatif penting bagi ajudikasi penyelesaian sengketa.
Pada tahun-tahun belakangan ini pengadilan, masyarakat, maupun industri telah
berpaling kepada mediasi sebagai metode yang lebih disukai dalam penyelesaian

bentuk-bentuk sengketa tertentu.

Biaya yang mahal, lamanya waktu, serta tidak efisiensinya penyelesaian
melalui pengadilan juga telah mendorong para pihak untuk menggunakan mediasi,
terutama dalam sengketa yang bersifat polisentrik, yaitu sengketa yang melibatkan
banyak pihak persoalan, seperti sengketa tanah maupun yang lainnya, para pihak
lebih memilih jalan mediasi daripada penyelesaian melalui pengadilan.\

2. Keuntungan dan Kekurangan Dalam Proses Mediasi
Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses
yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya

memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala,

% Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,) h.
24.
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masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan
pthak lawan. Mediator yang boleh dikatakan proses pasif dan netral dapat
bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir
masalah, yang mana tidak mungkin sulit kalau dilaksanakan. Pihak bersengketa
akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak lain dengan pandangan yang

berbeda.®’

Mediasi juga memiliki-potensi untuk memberikan perasaan kewenangan
yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara di
pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya
proses yang bersedia untuk mematuhi keputusan karena keputusan ini semata-
mata disctujul dan diusulkan oleh para pthak sendiri melalui mediator dan tidak

diputuskan oleh pihak lain.

Dalam mediasi mediator bertidak sebagai fasiliator netral-dengan tujuan
mendapatkan penyelesaian yang arif dan tidak berat sebelah bagi pihak
bersengketa. Inti dari proses ini adalah pertukaran dan tawar menawar mengenai
informasi yang dapat dilaksanakan pada pertemuan para pihak dengan mediator,
pertemuan sepihak (mediator dengan satu pihak) yang dikenal dengan nama
“caucus”. Proses ini dimulai ketika seluruh pihak bertemu bersama dan
bernegosiasi tatap muka untuk memberikan pandangan masing-masing. Setelah

pertemuan pendahuluan, maka mediator akan memutuskan untuk melanjutkan

%7 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,) h.
32.
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pertemuan dengan pihak terpisah atau tergantung kepada sengketa dan

masalahnya.®®

Mediator membutuhan faktor kerahasiaan secara mutlak. Kerahasiaan
akan membantu untuk membangun kepercayaan diantara para pihak dengan
mediator, yang akan dengan terbuka membuka informasi yang dibutuhkan
mediator untuk digunakan dalam penyelesaian. Mediator umumnya bekerja
melalui tahapan-tahapan - pembahasan kasus sengketa, menerangkan proses
mediasi kepada pihak bersengketa, menolong serta mengakomodasikan para pihak
dengan bertukar -informasi, tawar menawar, membantu ‘para pihak untuk

merancang dan menentukan penyelesaian dan persetujuan,

Di-—samping hal-hal positif dari mediasi, seperti menghemat waktu,
mengurangi ‘biaya, dampak positif-dart penyelesaian yang memutuskan para
pihak, proses ini juga mengandung beberapa kekurangan, misalnya proses ini
berdiri sendiri di luar sistem hukum yang ada sehingga tata cara benar-benar
diserahkan kepada pihak yang bertikai. Sementara kendala untuk menetapkan
mekanisme proses mediasi di antara para pihak dapat menjadi kendala potensial
dalam memulai awal proses. Di samping itu, faktror kejujuran dan itikad baik
merupakan faktor yang sulit unutk diukur dari para pihak, sementara faktor-faktor
tadi sangat esensial dalam proses ini. Di samping itu, faktor kepribadian serta
alasan yang mendasari saran mediator merupakan alasan yang sangat manusiawi

yang berpotensial menjadi masalah. Para pihak dapat saja merasa mediator berat

8 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.,) h.
32.
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sebelah atau tidak jujur sehingga kalau faktor kenetralan dipertanyakan, maka
kelanjutan proses ini dapat menjadi rancu.®
3. Peran dan Fungsi Mediator
Howard Raifa menyatakan bahwa mediator yang dipilih oleh para pihak
yang bersengketa di samping seorang atau lembaga yang netral, juga mediator
berperan sebagai garis rentang bagi yang terlemah dan yang terkuat.”
Sisi peran yang terlemah apabila mediator. menjalankan perannya sebagai
berikut:”!
a. Penyelenggaraan pertemuan
b. Pemimpin diskusi rapat
c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses- perundingan
berlangsung secara baik
d. Pengendali emosi para pihak
¢. Pendorong pihak yang kurang mampu atau segan-.mengemukakan
pandangannya.
Sedangkan sisi peran yang kuat bagi mediator adalah apabila dalam

perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:”?

a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan

6 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,) h.
33.

70 Howard Raifa, The Art and Science of Negotiation, (Massachussets: Harvard University
Press, 1982) h. 218-219.

"1 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
69.

72 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
70.
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b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah
pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu
Dengan demikian, dapat disimpulkan hal-hal yang perlu diperhatikan
peran mediator dalam proses mediasi sebagai berikut:”?
a. Mengidentifikasi dan merumuskan substansi negosiasi
b. Menyiapkanagenda perundingan
c. Tahapannegosiasi dari proses mediasi
d. Peranan tawaran pertama dan harga konsesi
e. Strategi untuk menyampaikan pertukaran, konsesi dan kompromi
f.  Pertemuan terpisah sebagai prosedur tertentu guna mendapatkan kemajuan.
4. Teknik Negosiasi Dalam Proses Mediasi
Negosiasi adalah berkomunikasi dengan keinginan untuk mengubah posisi
para pihak dengan mengadakan pertemuan/diskusi yang berakhir dengan
tercapainya perdamaian. Para ahli psikologi menyebut negosiasi sebagai suatu
permainan keahlian atau taktik strategi (game of strategy) untuk menccapai

perdamaian.”

73 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
70.

74 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
105.
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Mediasi dan negosiasi bukan merupakan dua proses yang terpisah. Namun
lebih kepada mediasi adalah negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang
netral. Tanggung jawab utama mediator adalah untuk menyusun dan mengatur
perundingan, dan untuk merancang strategi untuk mendapatkan kemajuan menuju
mencapai kesepakatan.”> Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa teknik
negosiasi.

a. Negosiasi Kompetitif (Competition Negotiation)

Teknik negosiasi. ini “umumnya digunakan ~oleh negosiator ketika
berhadapan dengan  pihak yang bertentangan kepentingannya. Negosiasi ini
menekankan pada hasil semaksimal mungkin dan dalam pelaksanaannya bersifat
ekstrem, tegas, taktis dan hanya bersedia memberikan konsesi sekecil mungkin
bagi pihak lawan.”®

Penggunaan teknik negosiasi yang bersifat kompetitif ini biasanya
diterapkan karena negosiatornya tidak memiliki data-data yang baik dan akurat
pada dirinya, sehingga harus mengkompensasikannya dengan teknik yang
berlebihan dan yang bersifat sulit dan alot. Adapun tujuannya tidak lain sebagai
suatu cara mengintimidasi lawan dalam memenuhi permintaan dan tuntutan,
membuat pihak lawan kehilangan kepercayaan dan mengurangi harapan pihak

lawan, serta pada akhirnya pihak lawan akan menerima kurang dari apa yang

75 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
106.

76 Herb Cohen, You Can Negotiate Anything, (Amerika Serikat: Bantam Books, 1980) h.
117.
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diharapkan  sebelumnya. Kepedulian negosiator kompetitif — hanyalah
memaksimalkan nilai-nilai kesepakatan.”’
b. Negosiasi Kompromi (Compromising Negotiation)

Teknik negosiasi teknik ini umumnya digunakan oleh negosiator dengan
tujuan untuk mengakomodasikan kebutuhan para pihak untuk menyelesaikan
masalah. Peluang keuntungan yang ada dibagi agar dapat menguntungkan posisi
kedua belah pihak. Para pihak melalui perundingan negosiasi bersedia untuk
menukarkan peluang atau berbalas jasa karena memiliki pertimbangan yang
berbeda atas masalah tersebut.”®

Dalam teknik negosiasi kompromi, negosiator berlaku koopertif yang
menganggap negosiator lawan (oposing party) bukan sebagar musuh, melainkan
mitra kerja untuk mencari common ground (kesamaan). Hal yang dituju oleh
seorang negosiator kooperatif ini, yaitu penyelesaian yang adil berdasarkan analis
yang objektif serta atas dasar hukum yang jelas dan saling memercayai.”

c. Negosiasi Bekerja Sama (Win-Win Negotiation)

Negosiasi ini bertujuan untuk mendapatkan hubungan kerja sama dalam
jangka panjang dan bertujuan menyelesaikan masalah untuk kepentinngan
bersama yang saling melengkapi. Masalah diuraikan dengan jelas dengan

memisahkan kerugian dan keuntungan dan melihat peluang kemungkinan yang

dapat diterima kedua belah pihak. Sehingga pada akhirnya para pihak dapat

77 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
108.

78 Herb Cohen, You Can Negotiate Anything, h. 149.

7 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
108.
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mendapatkan hasil maksimal yang bersifat “win-win” yang menguntungkan
kedua belah pihak.
Teknik negosiasi win-win negotiation merupakan teknik negosiasi lunak
(soft) yang menekankan pentingnya membangun serta menjaga hubungan baik
antar manusia. Pembinaan hubungan baik menjadi tujuan dalam penggunaan
teknik negosiasi ini. Coraknya pun banyak dilakukan di dalam lingkungan
keluarga dan antarsahabat.®!
5. Tahap-tahap Mediasi
Menurut Gary Goodpaster, pelaksanaan mediasi-terdiri dari empat tahap.

Keempat tahap itu adalah sebagai berikut:**
a. Tahap pembentukan forum

Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Rapat bersama dan moderator membuka sidang mediasi

2) Mediator menjelaskan tentang peran dan wewenang

3) Mediator berusaha membangun kepercayaan para pihak dalam proses

negosiasi
4) Mediator menjelaskan aturan dasar dari mediasi, aturan kerahasiaan
(confidentially) dan ketentuan rapat-rapat
5) Mediator menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak
6) Bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, mediator meminta

komitmen para pihak untuk mengikuti aturan yang disepakati

80 Herb Cohen, You Can Negotiate Anything, h. 149.

81 Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.
105.

82 Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, h. 48.
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b. Tahap informasi
1) Rapat Bersama

(a) Mediator memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk berbicara

(b) Masing-masing pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versi masing-
masing

(c) Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif, dan dapat menyampaikan
pertanyaan-pertanyaan

(d) Mediator menerapkan aturan kepantasan dan mengontrol interaksi para pihak

2) Kaukus

(a) Mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah (caucus)
untuk “ mengembangkan informasi lebih lanjut dan mengetahui keinginan,
kepentingan dan kemungkinan penyelesaian masing-masing pihak.

(b) Mediator- membuat rumusan ulang berdasarkan informasi yang dikembangkan
pada. pertemuan (rapat bersama) dan kaukus, mediator mengutarakan inti
persengketaan (kasus posisi)

c. Tahap pemecahan masalah

Mediator secara bersama-sama maupun secara terpisah berupaya:

1) Mengidentifikasi isu-isu

2) Memberi pengarahan kepada para pihak tentang tawar-menawar untuk
pemecahan masalah

3) Mengubah pendirian para pihak dari posisi (positional based) menjadi

kepentingan (interest based)
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4) Membantu para pihak menaksir, menilai, dan memprioritaskan
kepentingan-kepentingan
5) Memperluas atau mempersempit sengketa jika perlu
6) Membuat agenda negosiasi
7) Memberikan penyelesaian alternatif
d. Tahap pengambilan keputusan
1) Mediator bekerja dengan para pihak untuk:;
(a) Membantu mereka mengevaluasi pilihan
(b) Menetapkan frade off dan menawarkan paket penyelesaian
(c) Memperkecil perbedaan-perbedaan
(d) Menemukan basis yang adil bagi alokasi bersama
2) Mediator jika perlu dapat melakukan
(a) Menekan para pihak
(b) Menemukan rumusan untuk menghindarkan rasa malu (face saving)

(c) Membantu para pihak menghadapi para pemberi kuasa.

C. Sengketa Pertanahan
1. Pengertian Sengketa
Sengketa dalam pengertiannya yang luas adalah hal yang lumrah dalam
kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi
pada suatu peristiwa/situasi dan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan

keinginan yang berbeda terhadap peristiwa/situasi tersebut®

8 Indonesian Institute for Conflict Transformation, Pelatihan Mediator, h. 27.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sengketa adalah:3*
a. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.
b. Pertikaian dan perselisihan.

c. Perkara (dalam pengadilan)

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang
bersifat subjektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun
kelompok. Perasaan-tidak puas‘akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict
of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya
kepada pihak kedua.

Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama,
selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan
perbedaan-pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadilah apa yang
dinamakan dengan sengketa.®

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu adanya pihak-pihak
yang bersengketa dan secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/
pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Dengan demikian
secara garis besar dapat ditarik kesimpulan, bahwa sengketa atau konflik
merupakan pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan
sedang mengadakan hubungan atau kerjasama yang disebabkan karena tidak

adanya titik temu antara para pihak tentang suatu hal.

8 Tim KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1037.
85 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, h. 34.



42

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses

transisi dari masyarakat agraris (pedesaan) menuju masyarakat industri

(perkotaan) seperti sekarang ini, seringkali sengketa disebabkan oleh adanya

perbenturan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai baru (modern). Nilai-

nilai tradisional yang dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan

nilai-nilai baru belum sepenuhnya terbentuk dan diterima. Sengketa yang terjadi

pada masyarakat transisi, biasanya meliputi:*°

a.

b.

Sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah);
Sengketa bisnis-yang rumit serta sarat dengan unsur keuangan, perbankan
modern, peraturan perundangan, etika, pemenuhan kontrak; dan sebagainya;
Sengketa’ lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan
hubungan administrasi pusat-daerah; dan
Sengketa- tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi manusia,
reputasi negara, dan perhatian masyarakat internasional.

Adapun pemicu terjadinya sengketa, misalnya:®’
Kesalahpahaman
Perbedaan penafsiran
Ketidakjelasan pengaturan
Ketidakpuasan
Ketersinggungan
Kecurigaan

Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur

86 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,, h. 85.

87 Indonesian Institute for Conflict Transformation, Pelatihan Mediator, h. 28.
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h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan

1. Keadaan yang tidak terduga

2. Sengketa Pertanahan

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang berbunyi:

“Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan
suatu hak; pemberian/ hak atas tanah; pendaftaran-hak atas tanah termasuk
peralihannya ' dan -penerbitan tanda bukti haknya, "antara” pihak-pihak yang
berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi
di lingkungan Badan Pertanahan Nasional”.%®

Dalam rumusan pengertian sengketa atau konflik selalu terdapat unsur
para pihak sebagai pelaku atau subyek yang terlibat di dalamnya. Begitu juga
dalam pengertian sengketa pertanahan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
tahun 1999, di mana sengketa pertanahan terjadi antara pihak-pihak yang
berkepentingan maupun antara pthak-pthak yang berkepentingan dengan instansi
di lingkungan Badan Pertanahan Nasional mengenai keabsahan suatu hak,
pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya
dan penerbitan tanda bukti haknya. Para pihak yang berkepentingan di sini dapat
dikatakan sebagai subyek perselisihan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang

88 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
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berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum
dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh
oleh status hukum tanah tersebut.

Jadi, pada hakikatnya kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan
(conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai
contoh antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum,
badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.®

3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu
penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa
pertanahan di luar pengadilan.

a. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan merupakan bentuk
penyelesaian dalam ruang lingkup hukum perdata, dimana pada intinya berisi
tentang perbuatan melanggar hukum, dan ganti rugi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan
melanggar hukum dan ganti rugi diatur dalam Pasal 1365, yang berbunyi bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.

% Fia S. Aji, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia”  diakses dari
http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaian-sengketapertanahan-fia-s.html pada tanggal 30
Desember 2020 pukul 00.27


http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaian-sengketapertanahan-fia-s.html
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Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai
konsekuensi tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum, maka ketentuan
dalam Pasal 1365 ini terkait erat dengan Pasal 1243 yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena terpenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya”.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pembuktian, perlu dikemukakan Pasal
1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan
sesuatu hak,. diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa _ itu, sebaliknya
barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain,
diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Dari pengertian ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang
penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan
adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan disini merupakan unsur
yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya
kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian.

Adapun karateristik daripada penyelesaian sengketa pertanahan melalui
pengadilan, yaitu :

1) Prosesnya sangat formal (terikat pada hukum acara)

2) Para pihak berhadapan untuk saling melawan, adu argumentasi dan
pengajuan alat bukti

3) Pihak ketiga netralnya (hakim) tidak ditentukan para pihak dan keahliannya

bersifat umum

4) Prosesnya bersifat terbuka / transparan
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5) Hasil akhir berupa putusan yang didukung pertimbangan/pandangan
hakim”
b. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi sengketa
pertanahan, yang penyelesaiannya banyak dilakukan melalui lembaga pengadilan.
Namun dengan lamanya proses pengadilan, serta mahalnya biaya yang harus
dikeluarkan mendorong masyarakat untuk mencari jalan lain yang lebih efektif
dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan.

Penyelesaian  sengketa pertanahan di luar pengadilan ini pada dasarnya
dilakukan untuk” mencapai kesepakatan mengenai bentuk yang dipilih untuk
dijadikan * forum . penyelesaian, dan besarnya ganti rugi -dan/atau mengenai
tindakan tertentu dengan tujuan untuk menjamin: tidak akan terjadinya atau
terulangnya dampak negatif dari adanya sengketa pertanahan tersebut.

Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang tersebut, alternatif
penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian
ahli (Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa).

90 Indonesian Institute for Conflict Transformation, Pelatihan Mediator, h. 29.
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Adapun karateristik daripada Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),
yaitu:*!
1) Privat, sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para pihak)
2) Kooperatif, tidak agresif/bermusuhan dan tegang
3) Fleksibel dan tidak formal/kaku
4) Kreatif
5) Melibatkan partisipast aktif para pihak \dan sumber daya yang mereka
miliki
6) Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik
Dengan adanya undang-undang ini, maka telah memberikan kepastian
hukum _bagi" berlakunya lembaga penyelesaian alternatif sengketa di luar
pengadilan, termasuk di dalamnya adalah mediasi. Hanya sayangnya dalam
undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk
alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase. Undang-undang ini
sebenarnya lebih cocok disebut UU Arbitrase, karena hanya mengatur tentang
keberadaan lembaga arbitrase dan meckanisme proses penyelesaian sengketa
melalui arbitrase, sedangkan lembaga lain hanya diatur dalam satu pasal, yaitu
Pasal 6. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian
sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu

kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat

! Indonesian Institute for Conflict Transformation, Pelatihan Mediator, h. 36.
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diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda
pendapat tersebut diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat
ahli maupun melalui seorang mediator.”?

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan
bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator
tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil
mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah
lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk
seorang ~mediator.~ Setelah penunjukan mediator “oleh <lembaga alternatif
penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi
harus dapat-dimulai, dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak
yang terkait. Kesepakatan penyeclesaian sengketa atau beda pendapat secara
tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad
baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak penandatanganan dan wajib selesai dilaksanakan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Apabila usaha
perdamaian diantara para pihak tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan
kesepakatan tertulis secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui

lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.”

92 Sylvia Rouse Haloho, Skripsi: “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan
Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 2008), h. 28.

9 Sylvia Rouse Haloho, Skripsi: “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan
Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta”, h. 30..
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D. Tinjauan Umum Tentang Saksi
1. Saksi Dalam Hukum Islam
a. Pengertian Saksi
Saksi menurut bahasa adalah orang yang memberitahukan tentang apa
yang disaksikannya atau dilihatnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang
tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: Aku menyaksikan atau kau telah
menyaksikan, asyhadu atau syahidtu.”*\

Dikatakan pula bahwa kesaksian (sya>hadah) sama dengan i’lam yang

berarti pemberitahuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S-Ali Imran/3: 18.

W
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[Vl
e.,
g“
£

#
Terjemahnya:

“Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia”?

Menurut istilah saksi adalah:
b op DB ) asled BY @352 sl sdall,

Artinya:

“Saksi adalah orang yang membawa amanat persaksian dan
melaksanakannya karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak dapat
dilakukan oleh orang lain’”’¢

Dalam kamus istilah fikih, saksi adalah orang yang mengemukakan

keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.”’

%4 Sayyid Sabiq, Figih as-Sunnah, Juz 3 (Cet. III, Bairu>t: Alma’arif, 1397 H/1977 M), h.
426.

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an Ali Imran (3) Ayat 18, (Semarang: PT
Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 52.

% Muhammad Ibnu Ismail As-Sana’ani, Subul al-Sala>m, Jilid VI, (Mesir: Da>r al-Fikr,
1992), h. 32.

97 M. Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1994), h. 306.
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Menurut istilah ahli fikih, kesasksian adalah pengabaran dari seseorang
tentang hak orang lain atas orang lain. Persaksian termasuk hujjah dalam syariat
yang berbagai hak dapat ditetapkan dengannya, mulai dari hak-hak Allah atau
hak-hak hamba apapun sesuatu yang digugat selama terpenuhi syarat-syarat dan

standar-standar yang telah ditetapkan oleh fikih Islam untuk persaksian itu.”®

Dalam memberikan kesaksian harus memenuhi beberapa unsur sebagai
berikut:
1) Adanya persengketaan dalam perkara sebagai objck
2) Di dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan oleh hakim
3) Adanya orang yang menyampaikan apa yang diketahuinya\
4) Harus menyampaikan berita sebenarnya
5) Beritatersebut disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya
6) Pemberitahuan diucapkan dengan Kesaksian.”
b. Dasar Hukum Pidana Islam Tentang Kesaksian
Keberadaan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap sebuah
kebenaran, sehingga seorang saksi dalam memberikan keterangan dituntut untuk
bersikap adil.
Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8
BXURSOE -0 @0 LA P ¢ O& @08k O 60
€7/ -RNO0O&>%* X7 vV a®ede«.n @B-O€:02@D

IESIOCHSHO L 40 <+ @0 B QOQOED W o R
L) A0eL Ko ¢ *OBX A

9 Rapung Samuddin, Al-Waji>z fi> Fighi AlI-Qod{o> ,h. 193.

9 Abdul Rahman Umar, Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum, (Jakarta:
PT Pustaka al- Husna, 1986), h. 36.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.'%
Hukum memberikan Kesaksian adalah fardu kifayah, artinya jika dua orang

telah memberikan “kesaksian' maka yang lain telah. gugur kewajibannya.
Hukumnya dapat beralih menjadi fardu ain jika tidak ada orang lain selain mereka

berdua yang mengetahui kasus tersebut. Terhadap saksi seperti ini jika ia menolak

untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.'?!

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 283

IR 2N J= BOROOA @ ¢ wa b BIUECOEINTHos c0 @ \

ESRNABER HAO €O * I RA e @V fO€ILZ40
¢02HEC D s o HORE +~a -0 OEO€EZH L

SBHONEHON
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.'%>

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang sangat diperlukan oleh

hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa serta dijadikan dalil oleh

190 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Maidah (5) Ayat 8, (Semarang: PT
Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 108.

101 Tengku M. Hasbi Ash- Shiddeqiy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1975) h. 139.

192 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Bagarah (2) Ayat 283, h. 49.
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penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul
perselisihan di muka pengadilan, dimana satu pihak mengaku bahwa yang
diperselisihkan itu adalah haknya sementara pihak lain menyangkal terhadap
pengakuan tersebut. Jadi pembuktian dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang

kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.'®

Kesaksian wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikanya tanpa
adanya bahaya yang menimpanya baik pada fisik, kehormatan, harta atau pun
keluarganya.

Allah swt, berfirman dalam Q.S. Al-Baqgarah/2: 282

DOORX A ce @0 SHN, AKX 10 F o o ABRO e+ @
Terjemahnya:

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.'*

Apabila saksi berjumlah banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan
disia-siakan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah, sehingga
bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak
berdosa.

Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas
persaksian tersebut kecuali saksi merasa keberatan dalam menempuh perjalanan
untuk menyampaikannya sehinga dia boleh mengambil upah untuk ongkos
perjalanan. Jika kesaksian tidak ditentukan, maka hukum asalnya saksi boleh

mengambil upah atas kesaksiannya.'%

c. Syarat diterimanya kesaksian

103 Tengku M. Hasbi Ash- Shiddeqiy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h. 142,
194 Departemen Agama R, Al-Qur’an Al-Bagarah (2) Ayat 282, h. 49.
105 Sayyid Sabiq, Figih as-Sunnah, h. 55.
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Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya suatu hukum, yang
berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat. Secara
umum syarat-syarat saksi adalah balig, berakal, mengetahui apa yang
disaksikannya, beragama Islam, adil, bisa melihat, dan dapat berbicara.'%

Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut:

1) Balig

Disyaratkan bagi saksi adalah seseorang yang telah mencapai balig, dan
apabila belum mencapai balig maka kesaksiannya-belum dapat diterima walaupun
1a memungkinkan untuk menjadi saksi.

Orang yang belum balig adalah anak-anak dan ia tidak termasuk dalam
katagori khito>b pada ayat tersebut maka kesaksiannya belum dapat diterima, hal

ini juga dikatagorikan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya:

2
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Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaiban berkata, telah
menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan
kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al
Aswad dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “pena pencatat
amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan, orang yang tidur hingga
terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig”.
(HR. Sunan Abu Daud).

196 Anshorudin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 75.

197 Abu Da>ud, Sunan Abi Da>ud, Juz 4 (Beirut:Al-Maktabah Al-*As{riyyah, 1431 H), h.
13.
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Hadis di atas menerangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban sebelum ia dewasa (balig). Batas balig juga sudah ditentukan
secara pasti, yaitu laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan wanita ditandai
dengan haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang

secara fisik.!%®

2) Berakal
Senada dengan hadis yang menerangkan syarat-syarat saksi di atas maka
saksi dipersyaratkan harus berakal. Sedangkan kesaksian orang gila atau orang
yang hilang akal tidak diterima karena tidak mampu menerangkan dirinya sendiri
apalagi orang lain.
3) Mengetahui apa yang disaksikan
Bagi sescorang saksi disyaratkan untuk dapat menjaga kesaksiannya,
memahami apa yang dia lihat, dan mampu mempertanggungjawabkan ucapannya.
Oleh karena itu orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima
persaksiannya.'%
4) Beragama Islam
Disyaratkan seorang saksi berstatus sebagai muslim dan ini merupakan
perinsip umum yang dipegang fukaha. Sedangkan mengenai kesaksian non

muslim maka hal tersebut merupakan perkara khilafiah di kalangan ulama.

5) Adil

108 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat
dan UU Perkawinan, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 66.

199 Djazuli, Figih Jinayah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 48.
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Para ulama telah sepakat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam
penerimaan kesaksian seorang saksi, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS.
At-Thalaq: 2

SRABCOHAL FICOOR $060+0 B-O0COB & *O1e0

Terjemahnya:

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.''°

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan atau membuktikan sifat
adil pada sescorang,.Menurut Imam Abu. Hanifah-dan Zahiriyah, keadilan
seseorang dapat diketahui dengan meminta pendapat'dan penilaian dari tersangka.
Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukanlah
orang yang tercela maka saksi dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima.
Mazhab Malikiyah dan Hanabilah serta Tmam Abu Yusuf dan Imam Muhammad
dari pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa untuk menyatakan adilnya
seseorang _tergantung kepada penilaian hakim. Apabila penilaian hakim
menyatakan - saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka

persaksiannya bisa diterima.'!!

6) Melihat secara langsung peristiwa yang terjadi.
Seorang saksi disyaratkan dapat melihat secara langsung peristiwa yang
terjadi. Apabila saksi dalam keadaan buta, para ulama berbeda pendapat. mazhab

Hanafi tidak menerima persaksian orang buta. Namun apabila persaksiannya itu

10 Departemen Agama RI, A4l-Qur’an At-Thalag (65) Ayat 2, (Semarang: PT
Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 558.

1 Ahmad Wandi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 46.
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menyangkut pendengaran bukan penglihatan, maka persaksiannnya dapat
diterima.

Demikian pula ulama syafi’iyah, mereka memperbolehkan persaksian
berkaitan dengan nasab dan kematian karena hal demikian dapat dibuktikan
dengan pendengaran. Akan tetapi, mereka tidak menerima persaksian yang
berkaitan dengan perbuatan, seperti pembunuhan dan perampokan karena untuk
mengetahui peristiwa tersebut syaratnya harusidisaksikan langsung oleh indra
penglihatan.'?

7) Saksi dapat berbicara
Apabila saksi adalah orang yang bisu, maka terdapat perbadaan pendapat di
kalangan ulama tentang keabsahan persaksiannya. Dalam mazhab Maliki dapat
diterima apabila isyaratnya bisa dimengerti. Sedangkan dalam mazhab Hanafi
tidak dapat diterima persaksian seseorang yang tidak mampu berbicara.'!
2. Saksi Dalam Hukum Positif
a. Pengertian Saksi

Kata saksi dalam bahasa Indonesia artinya meliputi:

1) Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian);

2) Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa karena dianggap
mengetahui kejadian tersebut sehingga dapat memberikan keterangan yang
membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.\

3) Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan

pendakwa dan terdakwa.\

112 Ahmad Wandi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 46.
113 Ahmad Wandi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. 47.
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4) Keterangan (bukti) yang diberikan oleh orang yang melihat atau
mengetahui.

5) Bukti kebenaran.

6) Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya,

dilihatnya, atau dialaminya sendiri.''*

Dalam bidang peradilan pengertian saksi sebagaimana didefinisikan oleh
Subekti adalah orang yang didengar keterangannya dimuka pengadilan, yakni
orang yang. mendapat tugas menghadiri < suatu peristiwa untuk didengar

keteranganya di muka pengadilan.'!®

Sedangkan menurut Simorangkir, saksi adalah orang®yang mengetahui
dengan jelas. mengenai suatu peristiwa karena melihat sendiri.''® Dengan
demikian kesaksian adalah keterangan yang diperoleh dari sescorang dalam proses

pradilan untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang dihadapinya.

Keterangan saksi dicantumkan dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat
(27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami

sendiri.

114 Daperteman P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.
770.

15 Subekti, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 100.
116 J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum,(Jakarta: Aksara Biru, 1987), h. 105.
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Apabila pihak yang dipanggil menjadi saksi oleh penyidik atau pengadilan
dalam rangka memberikan keterangan namun menolak kewajiban tersebut maka
dapat dikenakan pidana bedasarkan pasal 216 KUHP, pasal 224 KUHP atau pasal
522 KUHP. Pasal 216 KUHP berlaku untuk saksi yang tidak mau memenuhi
panggilan penyidik, sedangkan pasal 224 atau pasal 522 KUHP berlaku terhadap

saksi yang menolak dibawa di muka pengadilan.'!”

Menurut pasal. 184 KUHAP keterangan saksi-adalah salah satu alat bukti
yang sah. Di muka penyidik saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali
alasan yang diduga bahwa saksi tersebut tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di
pengadilan. Misalnya ada kekhawatirkan saksi tidak hadir karena akan meninggal
dunia atau akan keluar negeri untuk waktu yang lama.!'®
b. Syarat Kesaksian

Tangung jawab seorang saksi dilihat dari tiga tolak ukur, yaitu saksi
melihat, mendengar, dan mengalami. Instrumen alat ukur itu adalah mata, telinga,
dan perasaan yang semuanya bersifat indra.'"

Hukum acara mengatur sekurang-kurangnya ada lima syarat selain tiga
tolak ukur indra di atas, yaitu:

1) Wajib bersumpah atau berjanji pasal 160 ayat 3 dan 4 sumpah atau janji

sebagai penguat promissoris pada keterangan yang akan diberikannya

"7 Gerry Muhammad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2006), h. 196.

18 Gerry Muhammad Rizki, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h. 197.

119 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2007), h. 263.
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sesudah itu sehingga dia terkait tangung jawab pribadi terhadap kebenaran
dari semua yang akan diterangkannya. Diatur juga dalam pidana materil
pada pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 sampai 9 tahun
penjara dan pasal 174 KUHAP yang mengatur tentang keterangan saksi
yang disangka palsu yang harus dicatat dalam berita acara sidang.

Saksi harus cakap bertindak bevoeged dan wewenang bekwaam artinya
bukan anak di bawah umur 15 tahun-atau belum kawin dan tidak
mengalami gangguan jiwa/ingatan.

Tidak sedarah atau semenda dengan para terdakwa termasuk bukan suami
istri meskipun sudah bercerai.

Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum. Ini
berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari
seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau
alat bukti lain unus testis nullus testis atau kesaksian tunggal tidak dapat
dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan
terdakwa.'?

Kualitas keterangan saksi harus dinyatakan di persidangan hal ini sesuai
dengan pasal 185 ayat I KUHAP, dimana keterangan saksi sebagai alat

bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan

120 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemerikasaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.

267.
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yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat
dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.'?!
Selain itu diatur pula mengenai orang-orang yang tidak berwenang untuk
memberikan kesaksian yaitu:

1) Anak- anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti apakah sudah
cukup umur 15 tahun

2) Orang gila walau kadang-kadang ingatanya terang

3) Orang yang telah dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara berat.'??

c. Hak-hak Saksi
Hak-hak “saksi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan” Saksi dan Korban setiap warga negara mempunyai hak-hak dan
kewajiban tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya.
Hak-hak saksi diatur dalam undang-undang no. 31 tahun 2014 pasal 5 ayat
1 tentang perlindungan saksi dan korban:

1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta
benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan,
sedang, atau telah diberikannya;

2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;

3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;

4) Mendapat penerjemah;

121 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemerikasaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, h. 267.

122 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana,
(Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 55.
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5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

9) Mendapat indentitas baru;

10) Mendapat tempat kediaman baru;

11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

12) Mendapat penasihat hukum;

13) Memperoleh~ bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

petlindungan berakhir.'?

123 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Pasal 5 ayat (1).



BAB II1
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif atau lapangan ialah penelitian
yang dilakukan dimana peneliti. mengamati dan  berpartisipasi secara langsung
dalam proses penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.'?*
Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada
hipotesis- deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya interaksi-sosial atau tatap
muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam suatu dingkungan tertentu.
Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati
secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, sebagaimana definisi sederhana field research adalah
melakukan pengamatan di lapangan guna untuk mendapatkan informasi maka
penelitian ini akan mencari informasi akurat (valid) seputar tahap mediasi
sengketa tanah menggunakan saksi alam yang hasilnya akan dianalisa dan ditinjau
menurut tinjauan hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur,

Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut

sebagai tempat penelitian dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu

124 Fadlun Maros, dkk., “Penelitian Lapangan (Field Research)”, Tesis (Sumatra Utara:
Universitas Sumatra Utara, 2016), h. 5
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tempat terjadinya sengketa yang diselesaikan dengan proses mediasi. Dimana
pthak mediator menggunakan saksi alam sebagai jalan terakhir dalam
penyelesaian sengketa. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena penulis
menganggap bahwa lokasi tersebut berhubungan langsung dengan objek
penyusunan skripsi dan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan
dalam pembahasan masalah.
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ~kualitatif© menekankan pada aspek kualitas, artinya,
mengolaborasi makna sosial dan kultural yang tidak mudah diukur dengan angka
untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Penelitian kualitatif lebih bersifat
deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak
menekankan pada angka.'” Adapun pendekatan penelitian ini-adalah sebagai
berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan
kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.'?®

2. Pendekatan Historis

125 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. Il:Bandung:Penerbit Alfabeta, 2018) h.

126 Metodologi Penelitian, http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%2011L.pdf (9 November
2019)
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Metode pendekatan historis adalah metode penelitian yang memiliki fokus
penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan
rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada
hingga saat ini.

Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artifak,
laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenaran persaksiannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas
dari penelitian historis adalah waktu, dimana fenomena dilihat perkembangan atau
perubahannya berdasarkan pergeseran waktu.!?’

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan
dalam 'masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah
kebijakan- pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya: masyarakat

Indonesia.'®

C. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi ataupun
wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan. Data primer yang penulis

gunakan dalam penelitian ini adalah berupa observasi dan wawancara dengan

127 Lima Jenis Metode Penelitian Kualitatif, artikel. https://pakarkomunikasi.com/jenis-
metode-penelitian-kualitatif (9 November 2019)

128 Soerjono Soekanto, Sosiologi; Sebuah Pengantar (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali,
1982), h. 18 dan 53.
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kepala Desa Lasiai selaku pihak mediator dan tokoh masyarakat yang
menyaksikan jalannya mediasi.
2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi hasil penelitian dari
wawancara dan observasi guna memperoleh informasi tambahan sehingga hasil
penelitian lebih lengkap dan menyajikan pembaca bacaan yang berkualitas.

Data sekunder dapat diperoleh dari artikel, koran, jurnal, buku-buku yang
membahas objek penelitian dan tentu saja penclitian serupa yang telah dilakukan
baik itu skripsi, tesis ataupun desertasi. Adapun data sekunder yang penulis
gunakan -dalam penelitan ini berupa buku-buku yang membahas objek penelitian,
penelitian terdahulu berupa skripsi, dan artikel dari website.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahut teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya bila dilihat dari segi
cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat
dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner
(angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.'* Namun dalam penelitian ini,
penulis hanya akan menggunakan 3 (tiga) metode dalam mengumpulkan data.
Yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

129 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h.104.
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Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan
melihat atau mengamati secara langsung objek penelitian dalam hal ini tanah
tempat terjadinya sengketa.

Adapun manfaat observasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Dengan observasi di lapangan penelitiiakan lebih mampu memahami
konteks data-dalam keseluruhan situasi sosial, Jadi akan dapat diperoleh
pandangan yang holistik atau menyeluruh.

2) Dengan observasi , Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak
diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu,
karena telah dianggap “hiasa’ dan karena itu tidak akan terungkapkan
dalam wawancara.

3) Dalam observasi, peneliti akan menemukan hal-hal yang sedianya tidak
akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat
sensitif atau ingin ditutupr karena dapat merugikan nama lembaga.

4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi
responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif.

5) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya daya yang kaya,
tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, merasakan suasana situasi

sosial yang diteliti.!*°

130 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h.104.
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2. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan pemasalahan yang harus
diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik
observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi,
peneliti juga akan melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya.'3!

Dalam penelitian_ini, © penulis melakukan wawancara atau interview
kepada:

a. Bapak Abib Al-Mu’min Mappasara, S.E., selaku Kepala Desa Lasiai
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
sekaligus sebagai pihak mediator.

b. Bapak Lukman, S.Pd., selaku tokoh masyarakat Desa Lasiai Kecamatan
Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai
saksi (pihak yang menyaksikan proses mediasi).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang
tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menelaah atau
mengkaji literatur seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.'*? Hasil penelitian dari observasi

131 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h.114.

132 Lexy I. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), h. 186.
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dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh
dokumentasi.
E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah seperangkat alat yang akan digunakan dalam
mengumpulkan data. Untuk menghasilkan informasi yang akurat tentu alat-alat
pendukung yang dibutuhkan juga harus dilengkapi agar tidak terjadi hal-hal yang
seharusnya tidak terjadi seperti tidak adanya alat yang memadai.

Instrumen penelitian-itu sendiri meliputi peneliti, acuan interview yang di
dalamnya memuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, alat perekam, kamera
dan buku catatan.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah
melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun
secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan.dan wawancara
dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji
dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain,mengedit, mengklasifikasi,
mereduksi (membuat rangkuman data), dan menyajikannya.'>* Dalam penelitian
ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, penulis
G. Pengujian dan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

133Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Konseling (Cet. 1
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2012). h. 141.
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sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.”** Dalam melakukan pengujian
keabsahan data peneliti hanya melakukan uji kredibilitas atau credibility dengan
cara triangulasi sumber.

Credibility, Uji kredibilitas data atau kepercayaan (Aspek nilai kebenaran
data) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasusinegatif, dan member check.'*>
Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan triangulasi sumber
yaitu dengan cara mengecck kebenaran data melalui beberapa sumber. Olehnya
akan dilakukanwawancara tchadap dua atau tiga orang ‘dalam melakukan
pengecekan data -dalam mendapatkan data yang kredibel. “Triangulasi sumber
untuk ‘menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecck data yang

diperoleh melalui beberapa sumber. '

134 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 183.
135 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 185.
136 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 191.



BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Lasiai
1. Keadaan Geografis dan Demografis

Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Meliputi 6 dusun,
yaitu Dusun Lasiai, Dusun Batu-Batu, Dusun Bonto Tengnga, Dusun Korasa,
Dusun Waetuo, dan Dusun Campaga, dengan luas wilayah 7,14 km?, terdiri dari
tanah sawah 3,43 km? dan tanah kering 4,07 km?.-Desa Lasiai terletak pada posisi
memanjang dari arah Utara Timur Laut ke Selatan Daya, dengan batas-batas-batas
wilayah:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur

Tingkat kesuburan tanah Desa Lasiai adalah kategori rendah, karena
umumnya merupakan lahan kritis yaitu tanah liat bercampur pasir/batu. Sementara
keadaan cuaca Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sebagaimana halnya desa-
desa lain di Kabupaten Sinjai, dan daerah pedesaan umumnya di Sulawesi
Selatan, terdiri dari dua musim yaitu musim panas (kemarau) dan musim hujan
(dingin). Berdasarkan pengalaman bahwa musim panas (kemarau) biasanya terjadi
pada bulan Juni sampai dengan bulan November yang ditandai dengan cuaca
sangat panas di sinag hari dan agak dingin di malam hari. Sedangkan musim hujan

(dingin) curah hujan rendah biasanya terjadi pada bulan Desember sampai dengan

70
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bulan Mei, yang ditandai dengan cuaca agak dingin di siang hari dan agak panas

di malam hari."?’

Jumlah penduduk Desa Lasiai hingga Juni 2021 sebanyak 2077 jiwa,

yangterdiri dari 1038 jiwa penduduk laki-laki dan 1039 penduduk perempuan.!*8

Tabel luas wilayah Desa Lasiai menurut penggunaan:

Luas tanah sawah 285,70 Ha
'/ “Luastanahkering . /-251,70Ha |
Luas tanah basah 0,00 Ha
Luas tanah perkebunan 40,00-Ha
Luas fasilitas umum 4,05 Ha
Luas tanah hutan 40,00 Ha
Total luas 621,45 Ha

2. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat
Masyarakat Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur umumnya adalah Suku
Bugis, sehingga keadaan sosial budaya masyarakat terutama menyangkut tradisi
atau kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan pranata sosial yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat secara umum sama dengan masyarakat di desa-desa lain

dalam wilayah Kecamatan Sinjai Timur khususnya dan Kabupaten Sinjai pada

137 Bustan (47 tahun), Ketua BPD Desa Lasiai, Wawancara, Sinjai, 25 Mei 2021.

138 www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa

Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Diakses pada tanggal 06 Mei 2021)
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umumnya. Pola interaksi dan komunikasi serta hubungan-hubungan sosial
lainnya, dipengaruhi oleh tradisi budaya Bugis utamanya Bugis Bone.

Dalam proses perkembangan dan kemajuan masyarakat, terutama data
partisipasi warga Desa Lasiai di berbagai bidang pembangunan mengalami
banyak perubahan dalam hal arti positif. Hal ini terutama ditandai dengan
kemajuan di bidang pendidikan, pola pergaulan, perilaku dan sikap masyarakat
dalam pembangunan terjadi- perubahan-perubahan yang cukup berarti, dimana
tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembagan, lambat laun mulai ditinggalkan.

Masyarakat Desa Lasiai semuanya beragama Islam, sehingga dalam hal
bagian orang tua kepada anak dibedakan antara anak lai-laki-dengan anak
perempuan, konsep ini-merupakan konsep budaya, yaitu dua untuk anak laki-laki
dan satu untuk anak perempuan. Hal ini pada prinsipnya sama dengan konsep
Islam yang menetapkan dua berbanding satu antara anak laki-laki dan perempuan,
dan inilah yang dijadikan bagi masyarakat Desa Lasiai yang terkenal agamais
karena 100% penduduknya beragama Islam.'*

B. Bagaimana Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam Di
Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Mediasi adalah cara yang efektif yang dilakukan bapak kepala Desa Lasiai
dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada di tengah-tengah warganya. Selain
ahli dalam bernegosiasi pada proses perdamaian pihak-pihak yang berselisih atau

bersengketa, juga sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Bapak Kepala

139 Bustan (47 tahun), Ketua BPD Desa Lasiai, Wawancara, Sinjai, 25 Mei 2021.
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Desa Lasiai selaku pemerintah desa menyelesaikan permasalahan di tengah
masyarakat.

Dalam melakukan mediasi sengketa tanah, bapak Kepala Desa melakukan
dua pendekatan yaitu pendekatan kekeluargaan dan pendekatan persuasif.
Pendekatan kekeluargaan dilakukan dengan cara mempertemukan dua keluarga
yang bersengketa, kemudian sama-sama mencari jalan keluar dari titik
masalahnya. Setelah itu dilakukan pendekatanipersuasif, dimana Kepala Desa
mendatangi satu persatu_pihak yang bersengketa kemudian melakukan posisi

tawar agar masing-masing pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

Salah satu kasus mediasi sengketa tanah yang menarik perhatian penulis
untuk menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah adalah kasus penyelesaian
sengketa tanah menggunakan saksi alam yang dilakukan oleh pak Kepala Desa
Lasiai antara pak Salehaneng dan pak Jake. Menurut pak Lukman, pada awalnya,
pak Salehaneng dan pak Jake mengelola lokasi tanahnya masing-masing dan sama
sekali tidak ada permasalahan yang terjadi di antara mereka. Namun, di awal
tahun 2020 (Januari) permasalahan muncul ketika mereka mulai bekerja di
perbatasan dengan menanam rumput gajah (makanan sapi). Pak Salehaneng
menganggap bahwa pak Jake telah melewati batas garapan yang ditandai dengan
sebuah pohon cokelat di bagian Barat. Pak Jake juga menganggap bahwa pak
Salehaneng telah melewati batas garapan yang ditandai dengan pohon kayu Cina

di bagian Timur atau yang berseberangan dengan pohon cokelat.'*°

140 Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 25 Mei 2021.
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Kedua belah pihak tidak ada yang mengalah, pak Salehaneng tidak
menerima pendapat pak Jake dengan alasan bahwa batas tanah berupa pohon
cokelat memang sudah lama ditetapkan oleh mertuanya. Sedangkan pak Jake
tidak menerima pendapat pak Salehaneng karena menganggap bahwa pohon kayu
Cina (kalimbajo) dari dulu adalah bagian dari tiang pagar yang juga merupakan
sebagai pembatas tanah. Karena kedua belah pihak masing-masing menganggap
dirinya benar, maka terjadilah sengketa batas tanah di antara mercka. Akhirnya
pada hari Senin, 24 ‘Febuari- 2020 salah satu pihak (istripak Salehaneng) melapor
kepada pemerintah desa (pak Kepala Desa) agar permasalahan dapat diselesaikan
dengan damat. Pak kepala Desa turun ke lapangan untuk meninjau langsung tanah
sengketa dan keterlibatan masing-masing pihak terhadap tanah sengketa tersebut

dan méminta bukti hitam di atas putih (bukti administrasi).'*!

Setelah dilakukan tinjauan lapangan, hasil penyelidikan pak Kepala Desa
ternyata pak Jake dan pak Salehaneng sama sekali tidak memiliki hak terhadap
tanah tersebut. Hanya masing-masing istri yang memiliki hak terhadap tanah yang
disengketakan. Pak Jake dan pak Salehaneng hanya sebagai penggarap tapi dari
sisi kepemilikan tanah yang lebih berwenang adalah istri, karena tanah tersebut

adalah warisan dari masing-masing orang tua istri.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, pak Kepala Desa menemukan pohon cokelat
yang dianggap batas oleh pak Salehaneng memang ternyata batas yang telah
ditetapkan oleh orang tua masing-masing istri sejak lama, namun batas tersebut

dianggap oleh pak Jake melebihi ukuran tanah yang tertulis di SPPT (Surat

14l Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Sinjai, 25 Mei 2021.
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Pemberitahuan Pajak Terutang). Anggapan pak Jake jika batas tanah adalah
pohon cokelat maka ukuranya 100 are (1 hektar) sehingga beliau tidak mau
menerima batas tersebut karena dianggap tidak sesuai yang tertulis di SPPT yang
ukurannya 90 are, dan batas yang paling benar dan sesuai dengan yang tertulis di
SPPT menurut pak Jake adalah pohon kayu Cina. Sengketa menjadi
berkepanjangan karena dalam SPPT tidak dijelaskan secara spesifik mengenai

batas tanahnya, hanya dijelaskan secara umum berupa luas tanah.

Untuk menentukan ukuran batas sebenarnya sesuai“yang tertulis di SPPT
harus memohon kepada pihak pertanahan untuk melakukan pengukuran kembali.
Tapi karena biaya pengukuran yang mahal, tidak ada satupun pihak yang mampu
membayar _sehingga menyerahkan sepenuhnya permasalahan” ini kepada
pemerintah Desa Lasiai. Maka setelah dilakukan negosiasi kepada kedua belah
pihak, dan menerima berbagai masukan dari beberapa pihak, pak kepala Desa
menunjuk pohon cokelat sebagai batas tanah yang disengketakan oleh kedua belah
pihak dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah saksi alam, sebuah tanaman
yang telah puluhan tahun ditanam oleh nenek moyang dan juga telah lama
dijadikan sebagai batas oleh orang tua masing-masing istri. Istilah saksi alam yang
digunakan oleh kepala Desa Lasiai dikenal oleh masyarakat luas sebagai bukti
alam. Bukti bahwasannya di tanah yang disengketakan pernah ada pohon, batu
gunung, atau tanaman lain yang telah disepakati oleh nenek moyang sebagai batas

tanah.

Pada awalnya salah satu pihak (pak Jake) tidak menerima keputusan

tersebut karena adanya faktor egois dan tidak mau mengalah, namun setelah pak
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Kepala Desa memahamkan dan melakukan pendekatan kekeluargaan akhirnya
tepat pada hari Kamis, 19 Maret 2020 kedua belah pihak mau menerima
keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat keputusan damai oleh
kedua belah pihak dan pemasangan tiang beton ukuran 1,5 meter dekat pohon
cokelat sebagai tanda batas yang permanen agar di kemudian hari tidak ada lagi

yang mempermasalahkan batas tersebut.'*?

Sikap emosional” dan..egoisme dalam mempertahankan masing-masing
pendapat adalah permasalahan yang pak Kepala-Desa dapati ketika melakukan
mediasi terhadap pihak yang bersengketa. Maka untuk mengatasi permasalahan
tersebut, ada dua kunci utama yang dilakukan oleh pak Kepala Desa dalam
melakukan negosiasi, yaitu:

1. ‘Memahami regulasi, dalam memahami regulasi bukan berarti menjadi
dasar kepala desa untuk mematahkan argumen-argumen pihak yang
bersengketa, tetapi hanya sebagai dasar untuk memberikan pemahaman.
Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain
untuk mengontrol cara sesuatu- yang dilakukan atau cara orang
berperilaku.

2. Menekankan pada tingkat pemahaman sosial, selain memberikan
pemahaman hukum kepada masyarakat, pemahaman sosial juga harus
ditekankan karena masyarakat memiliki sifat apatik. Sebanyak apapun
pemahaman hukum yang disampaikan kepada masyarakat mereka akan

kurang paham, makanya pertimbangan sosial yang harus dilakukan.

142 Abib al-Mu’min Mappasara (40 tahun), Kepala Desa Lasiai, Wawancara, Sinjai, 18
Mei 2021.
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3. Memberikan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang membuat
mereka sedikit intropeksi diri, baik pertimbangan dunia maupun
pertimbangan akhirat. Seperti menasihati kedua belah pihak dengan
mengatakan:

“Eddi tanae fada tatenre mua. Ajana gara-gara iyamiro tanae nafettu

hubungan silaturahmita, dena natasihada. Eddi tanae tidak mungkin

natulungki selain ko tania fada idi ”.'#

Artinya:

Tanah ini sama-sama kita injak, jangan sampai hanya karena gara-gara
tanah terputus tali silaturrahmi dan tidak ada saling peduli di antara kita.
Sesama manusia kita adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama
lain, berbeda dengan tanah ini yang tidak mungkin menolong kita.

C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa
Tanah Menggunakan Saksi Alam

Dalam literatur hukum Islam, mediasi dapat dipersamakan dengan tahkim
yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang
disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Dalam tahkim pihak ketiga yang
berperan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dikenal dengan hakam,
sedangkan dalam mediasi dikenal dengan mediator. Kedua bentuk-penengah ini
mempunyai fungsi yang sama yaitu keduanya membantu kedua pihak untuk
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.'* Kasus sengketa tanah antara pak
Jake dan pak Salehaneng di Desa Lasiai ditengahi oleh seorang hakam atau
mediator dalam hal ini adalah Kepala Desa Lasiai.

Adapun mengenai saksi alam yang dijadikan tanda/batas tanah oleh kepala
Desa Lasiai maka hal tersebut juga pernah terjadi di zaman kekhalifaan

Abbasyiah, hanya saja kasusnya pada pengelolaan tanah/lahan mati (ihyatul

143 Abib al-Mu’min Mappasara (40 tahun), Kepala Desa Lasiai, Wawancara, Sinjai, 18

Mei 2021.
144 Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan

Tinggi Agama Makassar, h. 240.
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mawat). Al-Mawardi menyebutkan jika sesorang membuat tanda dengan batu
pada lahan mati, maka ia lebih berhak menghidupkannya dari pada orang lain.
Jika kemudian lahan mati tersebut dikuasai oleh orang yang menghidupkannya,
orang yang menghidupkannya lebih berhak dari pada mutahajjir.'®* Jika
mutahajjir ingin menjual lahan mati tersebut, namun ia belum pernah
menghidupkannya, menurut mazhab Syafi’i tidak boleh. Mayoritas sahabat-
sahabat Imam Syafi’i membolehkannya, karena  dengan memberi tanda dengan

batu pada lahan mati-tersebut, ia menjadi lebih berhak memilikinya.'*®

Penetapan saksi-alam (pohon cokelat) sebagai batas tanah yang didasarkan
karena tanah tersebut adalah tanaman yang telah puluhan tahun ditanam oleh
nenek moyang secara tidak langsung pihak mediator telah menerapkan kaidah

fikih: \

oL Lol o el

Artinya:
Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula.'?’

Sedangkan anggapan atau sangkaan pak Jake mengenai luas tanah yang
tidak sesuai dengan SPPT tidak dapat diterima. Selain karena argumen beliau
tidak memiliki dasar, juga adanya kaidah yang menjadi landasan tidak

diterimanya argumen tersebut. Yaitu kaidah fikih yang berbunyi:

15 Mutahajjir adalah orang yang membuat tanda dengan batu pada lahan mati.

146 Gita Anggriani, Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam
dalam Merombak Ketidakadilan Agraria, h. 40.

147 Muhammad S{idqi> ibn Ahmad ibn Muhammad, al-Waji>z Fi> I>d{{{hohi
Qawa>"id al-Figh al-Kulliyah, (Cet. IV: Beiru>t. Muassasah al-Risa>lah,1416 H/1996 M), h. 172.
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ojja:'- o) uwb Sps Y
Artinya:
Tidak diterima persangkaan yang jelas salahnya.'*

Sangkaan pak Jake mengenai luas tanah yang tidak sesuai SPPT jelas salah
karena tidak memiliki bukti, ditambah pohon cokelat yang ditunjuk oleh pihak

mediator memang sudah menjadi kesepakatan awal nenek moyang terdahulu.

Sedangkan menurut Bahtiar Bahkri saksi alam bisa saja dijadikan sebagai
bukti selama memiliki kekuatan. Kekuatan di sini-maksudnya adalah bahwa saksi
alam itu betul-adanya yang dapat dibuktikan oleh saksi hidup yaitu manusia.
Tanpa adanya saksi hidup, saksi alam tidak boleh digunakan karena saksi alam
hanyalah sebuah istilah yang digunakan pak Kepala Desa -Lasiai dalam
menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Desanya, bukan saksi yang sudah

diatur dalam syariat seperti dapat berbicara, melihat, berakal dan lain-lain.

Adapun dasar kebolehannya sangat jelas dari hadis Nabi saw. yang

berbunyi:

;_s“"u'\ ke )

Artinya:
Bukti harus didatangkan oleh orang yang mengaku.

Jadi selama pak Salehaneng bisa membuktikan bahwa pohon cokelat itu

adalah batas tanahnya dengan mendatangkan saksi-saksi maka pengakuannya itu

148 Muhammad S{idqi> ibn Ahmad ibn Muhammad, al-Waji>z Fi> I>d{{{hohi
Qawa>"id al-Figh al-Kulliyah, h. 210.
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memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Apatah lagi pak Jake
tidak bisa mengelak dan membantah hal tersebut. Sehingga keputusan kepala

Desa Lasiai adalah keputusan yang tepat dan berdasar.!*

Secara umum mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam pada
dasarnya adalah mubah atau dibolehkan dalam syariat karena tidak ada dalil yang

mengharamkan metode tersebut dalam menyelesaikan sengketa.. Merujuk ke

kaidah fikih:

2200 e Al Jlg s am oy 89 o 1Y)
\
Artinya :

Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh sampai ada dalil menunjukkan
pengharamannya. '’

Landasan kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad saw.
e e G o4 e &80 Ug o 3 1 55 G Akl i o A1 L S
Artinya :

Sesuatu yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya
dan sesuatu yang Allah haramkan adalah apa yang Allah haramkan dalam
kitab-Nya dan apa yang Allah diam terhadapnya maka itu menjadi
pemaafan dari-Nya.'>!

Mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam dapat dikatakan sebagai

metode penyelesain sengketa tanah yang dihukumi mubah karena tidak ada dalil

149 Bahtiar Bakhri, Dai/Pendakwah, Wawancara, Makassar 21 Agustus 2021.

150 Jalaludin Abdurrahma al-Suyiit, al-Asybah Wa al-Nazair, (Cet. I: Beirut. Dar Kutub
al-Ilmiah, 1403 H/1983 M), h. 60.

151 Muhammad ibn Yazid al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah, Juz 11 (Dar> Thyai al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.th), h.1117.



yang mengharamkan maupun memerintahkan pelaksanaan metode tersebut yang
menunjukkan kewajiban, sedangkan kaidah yang telah disebutkan menunjukkan

dasar kebolehan sesuatu sampai ada dalil yang menjelaskan pengharamannya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kasus sengketa batas tanah antara pak Jake dan Pak Salehaneng adalah
kasus sengketa yang diselesaikan secara mediasi menggunakan saksi alam
oleh kepada Desa Lasiai. Setelah dilakukan pendekatan kekelurgaan dan
pendekatan persuasif masing-masing pihak setuju dengan keputusan
Kepala Desa-bahwasannya batas tanah dari tanah yang disengketakan
adalah pohon ‘cokelat, dengan alasan bahwa pohon tersebut adalah saksi
alam, sebuah tanaman yang puluhan tahun ditanam oleh nenek moyang
dan -menjadi kesepakatan orang tua masing-masing istri pihak yang
bersengketa. Hal ini ditandai dengan penandatangan. surat keputusan
damai oleh kedua belah pihak dan pemasangan tiang beton:dekat pohon
cokelat sebagai tanda batas yang permanen agar di kemudian hari tidak
ada lagi yang mempermasalahkan batas tersebut.

Saksi alam dalam proses mediasi sengketa tanah adalah adalah sebuah
istilah yang digunakan Kepala Desa Lasiai sebagai pihak mediator dalam
menyelesaikan permasalahan sengeketa tanah yang ada di masyarakat
Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Dari seluruh
tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam ini secara umum
tidak ada yang bertentangan dengan dalil, baik dalam Al-Qur’an maupun

hadis Nabi saw. sehingga dalam syariat Islam hukumnya boleh.
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B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan kepada masyarakat secara
umum mengenai metode mediasi menggunakan saksi alam yang digunakan oleh
kepala Desa Lasiai dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Desa Lasiai
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Lebih daripada itu, penelitian ini
diharapkan menjadi sarana mengenalkan indahnya syariat Islam yang datang
memberikan solusi dan pencerahan dari berbagai masalah kehidupan, khususnya

masalah sengketa tanah yang ada di tengah-tengah-masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA
1. Bagaimana kasus sengketa tanah yang ada di desa Lasiai?
a. Jumlah kasus yang diselesaiakan secara mediasi secara umum
b. Jumlah kasus sengketa diselesaiakan secara mediasi menggunakan saksi
alam
2. Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tanah antara pak Salehaneng dan
Pak Jake?
3. Bagaimana menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi menggunakan
saksi alam?
4. Bagaimana teknik negosiasi dalam mendamaikan dua pihak yang
bersengketa?
5. 'Bagaimana  kendala atau hambatan dalam = melakukan . mediasi

menggunakan saksi alam?
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Surat persetujuan damai kedua belah pihak yang bersengketa
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Wawancara dengan Kepala Desa Lasiai (Mediator)

Bapak Abib Al-Mu’min Mappasara, S.E.
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Wawancara dengan tokoh masyarakat (pihak yang menyaksikan proses
mediasi)

Bapak Lukman, S.Pd.
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Dokumentasi penetapan batas tanah menggunakan saksi alam oleh Kepala
Desa Lasiai (Mediator)
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Nama

TTL

Asal Daerah

Nim/Nimko
Jurusan
Prodi

Pendidikan
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
: Haikal Muhlis
: Sinjai, 27 Juli 1998
: Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Provinsi Sulawesi Selatan

: 171011185/85810417185
: Syariah
: Perbandingan Mazhab

: S1

Pendidikan Formal

1. SD
2. SMP
3. SMA

: SDN 36 Lasiai
: MTs Darussalam Patalassang

: SMAN L Sinjai

4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

Identitas Orangtua

1. Ayah
a.
b.
c.
d.

2. Ibu

Nama : Bahtiar

Pekerjaan : PETANI

Umur 172

Alamat : Desa Lapri Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten

Nununkan Provinsi Kalimantan Utara

a. Nama : Ratna
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b. Pekerjaan : Petani
c. Umur : 69
d. Alamat : Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng
Kabupaten Kutai Timur insi Kalimantan Timur
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